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RINGKASAN

Naomi Aprilina Simanjuntak, 2015Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Rumah

Susun Sewa Sederhana di Kota Malang (Studi Pada Rumah Susun Sewa

Sederhana Buring | Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang Kota

Malang). Skripsi. Jurusan llmu Administrasi Publik Faksltdimu Administrasi
Univertsitas Brawijaya Kota Malang. Dosen Pembimgbin Drs. Heru Ribawanto
MS ; Dosen Pembimbing Il : Drs. Siswidiyanto MS |&aan 148+

Salah satu dampak dari perkembangan daerah kotakran pesat adalah
keterbatasan pada aspek pemukiman penduduk. Ketssbbasarana permukiman
hingga menimbulkan kawasatum area merupakan fenomena perkotaan yang tidak
dapat dibiarkan begitu saja, melainkan membutuhpananganan serius dari
pemerintah. Dengan demikian di kota-kota besarupdrdrahkan pembangunan
perumahan dan permukiman yang diutamakan sepenyiacigapembangunan rumah
susun. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahudd 2@laksanaan kebijakan
rumah susun mengarah pada pembangunan rumah suspenghunian,
pemanfaatan, pengelolaan dan kelembagaan. Rumwssadaim dalam penelitian ini
adalah 1)Bagaiamanakah profil kebijakan RusunawanBul di Kota Malang
2)Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Rusunawa @Burirdi Kota Malang
3)Bagaimanakah hasil evaluasi pelaksanaan kebijgkesunawa Buring | di Kota
Malang.

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambasamum mengenai profil
kebijakan Rusunawa Buring | serta mendeskripsikam miengevaluasi pelaksanaan
kebijakan Rusunawa Buring | yang bertempat di Kd&dang. Teori yang digunakan
sebagai dasar analisis pada penelitian ini adadami tkebijakan publik, teori
pembangunan perkotaan dan konsep rumah susun seeehana. Jenis Penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenisepgan deskriptif dengan
pendekatan kualitatif dimana metode analisis kkbijamengadopsi model analisis
interaktif Miles dan Huberman yang dilakukan dendaara yaitu reduksi data,
kondensasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jddedm belum
sepenuhnya dapat diterapkan sebagaimana diamand#tam Peraturan Daerah
yang mendasari pelaksanaan kebijakan Rusunawa famial No.41 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengelolaan Rusunawa di Kotangakasil evaluasi pelaksanaan
kebijakan menunjukkan pelaksanaan kebijakan sufktifgika dilihat berdasarkan
pencapaian tujuan yang hendak dicapai, namun beéfektif dilihat dari
pemanfaatan fasilitas di dalam rusunawa. Semewlarnasegi pemanfaatan waktu
pelaksanaan kebijakan belum dapat dikatakan efiBian segi ketepatan, kecukupan
dan pemerataan kebijakan, respon penghuni menwmukbiahwa pelaksanaan
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kebijakan sudah berada pada kualitas yang baik mndoawm sepenuhnya sempurna.
Masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan evaluasi tidak
maksimal. demikian hal nya dengan responsivitaaypgelan UPT Rusunawa sebagai
pihak pengelola. UPT Rusunawa berupaya memberildaygnan terbaik kepada
penghuni rumah susun, meski di satu sisi harusemeida dengan kemampuan
personil dan ketegasan pengelola dalam memberikaksskepada penghuni yang
melanggar peraturan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini disarankaaragPT meningkatkan
keterampilan pengelola melalui pelatihan sehinggengdn demikian dapat
mengembalikan fungsi UPT sebagaimana mestinyanséliadiperlukan keseriusan
pemerintah Kota Malang untuk segera melakukan gexbateknis baik terhadap
kerusakan yang terjadi pada bangunan Rusunawa maalpmat Rusunawa yang
belum dibentuk.

Kata Kunci : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan, Rumah Susun Sewa Sederhana
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SUMMARY

Naomi Aprilina Simanjuntak, 2015The evaluation of the Public policy
implementation on subsidized apartments in Malang City (Case Studies in
subsidized apartments Buring | in kedungkandang Sub-distric Malang City).
Public Administration Majors of Administrative Soiee Faculty Brawijaya
University. Suvervisor: (1) Heru Ribawanto MS, (Bxs. Siswidiyanto MS. Pages
148+

Nowdays city rapid developments raise some effedhiuman settlements.
The limited facilities inflicting slum residentiarea which cannot be left behind, but
it requaires serious attention from the governmeéhts to continue the development
in big cities should be directed to the construttad housing and settlements that
preferred entirely on flats construction. RefferimgUndang-Undang No 20 Tahun
2011 about Subsidized Apartments, the implememtadib policies leading to the
construction of flats, tenancy, utilization, managat and institutional. The problem
in this study were: 1) What is the policy profileERusunawa Buring | in Malang city
2) How is the policy implementation of Rusunawa iBgrl in Malang City 3) How
do the results of the evaluation of the policy iempentation.

This study is intended to provide a general ovevwié the policy profile of
Rusunawa Buring |, describe and evaluate the imgpieation of Rusunawa Buring |
as well. Theoritically, the thesis writing is stgthened by the theory study of public
policy, theory of urban development dan subsidapdrtments concepthe method
used in this research is descriptive method witllitative approaches. Data analysis
carried out with 3 ways namely data reduction, datadensation and conclusion.

The results indicates that the implementation efgblicy has not been fully
implemented as mandated by local regulation unohgylthe policy implementation
Perwal No. 41 Tahun 2013 about Managing Procecfr&ubsidized Apartments in
Malang City. The results of the evaluation suggésésimplementation of policies
have been effective if it's seen by the goal actmeent, but not yet effective seen
from the use of facilities inside. while in termiexecution time policies can not be
said to be efficient. In terms of accuracy, adeguaied equity policies, occupant
response indicates that the implementation of @slialready are in good quality but
still, there are some problem that makes evaloatiot perfectly implemented. so
does with the responsiveness of the UPT servicdl BlRves to provide the best



service to the residents of the apartment, althaugthe other hand to be constrained
by the ability of the management personnel.

Therefore, this study suggested that UPT has tgrawe the management
skills through training. In addition, government d®falang city required to
immediately make good technical improvements todamage caused to buildings
and determine the address of Rusunawa Buring I.

Keywords : The Evaluation of Policy Implementation, Subsidized Apartments
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang

Rumah merupakan salah satu kebutuhan paling daesic Geed) yang harus
dimiliki setiap individu. Rumah atau dalam hal indisebut dengan
permukiman/perumahan memiliki peran penting dalaemiventuk karakter bangsa
Indonesia menjadi sumber daya manusia yang bdifgtmandiri, dan produktif. Hal
ini dikarenakan melalui permukiman/perumahan sesgprakan masuk dalam
lingkungan baru yang diciptakan bersama-sama, dinttam lingkungan tersebut
akan terjadi interaksi sosial dan proses edukamsg yarut berperan dalam membentuk
karakter seseorang. Oleh karena hal tersebut nebartanggungjawab atas
pemenuhan hak permukiman warga negara sepertaldatdalam Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Hak Azasi Manusia &petvarga negara berhak
menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki tumgng layak dalam
lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur”.

Pesatnya perkembangan daerah perkotaan dalam pabde&ade terakhir,
tentu diikuti peningkatan jumlah penduduk dari m&samasa. Lonjakan statistik
merupakan sebuah fenomena alami yang harus dihadbpgai akibat peningkatan
kualitas hidup di daerah perkotaan, khususnyajditinlari aspek ekonominya. Ini
kemudian menjadi daya tarik bagi kebanyakan makgardesa untuk melakukan

urbanisasi ke wilayah perkotaan. Sebagai konsekuengerjadipergeseran tempat



tinggal sebagian besar penduduk desa ke daeralotpank yang pada akhirnya
memberikan dampak bagi perkembangan fisik kBsisi lain, keterbatasan dari
tingkatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraambgegunan perumahan dan
kawasan permukiman dan penyediaan tanah sertarérasSarana Umum (PSU)
seringkali mengakibatkan kondisi permukiman yadgkimemenuhi syarat.

Keadaan semacam ini menimbulkan beberapa probleyaatg dihadapi oleh
pemerintah kota. Salah satunya memunculkan pernawkikumuh di beberapa
wilayah kota yang merupakan hal yang tidak dapdiindari, yaitu tidak
direncanakan oleh pemerintah tetapi tumbuh sebpg@es alamiah. Kawasan
permukiman kumuh merujuk pada Undang-Undang No.huia2011 tentang
Perumahan dan Permukiman adalah permukiman yamd tayak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bamgtinggi dan kualitas bangunan
serta sarana dan prasarana tidak memenuhi syacaraSlebih rinci, ahli perkotaan
mencirikan permukiman kumuh dengan komposisi peakluchencapai 250-400
jiwa/Ha, prasarana kurang (mck, air bersih, salutamangan, listrik, jalan
lingkungan), dan tata bangunan berdesakan (Sirgdir@005:4.)

Keterbatasan sarana permukiman hingga menimbulkarasansium area
merupakan fenomena perkotaan yang tidak dapatrkiéimabegitu saja, melainkan
membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. abedgmikian di kota-kota
besar perlu diarahkan pembangunan perumahan damukisman yang diutamakan
sepenuhnya pada pembangunan rumah susun (Urib,;78010enurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susurghsusun adalah bangunan



gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingaoryang terbagi dalam bagian-
bagian yang distrukturkan secara fungsional, balkard arah horizontal maupun
vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masisgamadapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempaiamuang dilengkapi dengan
bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pengadaan permukiman berbasis rumah susun sewda@saedalah salah
satu alternatif pemecahan masalah pengadaan laran split didapatkan di kota-
kota besar. Disamping hal tersebut rumah susun pakam perwujudan upaya
pemerintah menghadirkan hunian yang layak dalamklingan yang sehat yang
ditujukan khususnya bagi kaum marjin®umah susun sewa lebih sesuai untuk
daerah perkotaan karena selain rumah susun sevtanemnghemat luasan lahan,
memberikan akses untuk pengembangan ruang terbyka bkehingga dapat
memperbaiki kualitas lingkungan dan lebih efisienulk pembangunan infrastruktur
dasar sehingga masyarakat dapat dengan mudah rsesggét. Rumah susun sewa
juga memberikan kemudahan untuk menyentuh kelompadyarakat berpenghasilan
rendah, mengingat biaya sewa yang sudah ditentakhingga dapat mengurangi
kemiskinan kota.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di JamarTsetelah Surabaya,
pada gilirannya menjadikan kota Malang sebagaihssédu tujuan urbanisasi yang
diminati. Data BPS Kota Malang menunjukkan pertuh@mupenduduk Kota Malang

tergolong cepat beberapa tahun terakhir. Dengatumpbuhan sedemikian rupa,



muncul lokasi-lokasi yang peruntukannya tidak sedeagan RTRW (Rencana Tata
Ruang Wilayah) Kota Malang terutama di bidang pdsdman.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah KK di Kota Malang

Jumlah KK Proyeksi Jumlah KK 2017-2018
Kecamatan 2012 2013 2014 2017 2018
Klojen 30.925| 36.458 33.602 34.769 37.868
Blimbing 48.669 44.937 45.399 47.411 52.840
Lowokwaru 43.289 47.317 42.991 43.171 43.623
Sukun 49.181 46.250 49.694 53.247 63.282
Kedungkandang 47.636| 44.862 48.273 51.524 60.644

Jumlah 219.700 219.824| 219.959 228.209 250.213

Sumber : BPS, 2015

Hingga tahun 2014 jumlah KK di Kota Malang cendgrumengalami
peningkatan yang cukup signifikan selama 3 tahuakker, yakni 219.700 pada
tahun 20012 hingga mencapai angka 219.959 padan t2bd4. Lebih lanjut,
berdasarkan dokumen Penyusunan Naskah AkademisRdacangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengemlif@ergamahan dan Kawasan
Permukiman di Kota Malang tahun 2012, Kota Malaregniiki backlog yang tinggi
antara jumlah KK dan ketersediaan permukiman danun ke tahunBackliog
merupakan kesenjangan antara jumlah rumah yangngun dengan jumlah rumah
yang dibutuhkan oleh penduduBacklog terjadi karena jumlah ketersediaan rumah
yang tidak sebanding dengan banyaknya rumah taridgklui proyeksi backlog
dapat diketahui bahwa kesenjangan permukiman depgatah KK akan sangat

tinggi dari tahun ke tahun, khususnya memasukina®@18. Dengan peningkatan



jumlah KK, serta ketersediaan lahan permukiman y&rpatas mengharuskan

pemenuhan kebutuhan akan permukiman di Kota Maleng ditingkatkan kembali.

Tabel 2. Proyeks Backlog di Kota Malang Tahun 2017-2018

Jumlah Proyeksi Jumlah KK | Proyeks Backlog
Kecamatan | g ngunan| 2017 | 2018 | 2017 2018
Klojen 30.254 34.769 37.868 4.515 7.614
Blimbing 34.312 47.411 52.840 13.099 18.528
Lowokwaru 28.689 43.171 43.623 14.482 14.934
Sukun 38.857 53.247 63.282 14.390 22.425
Kedungkandang 27.230 51.524 60.644 24.294 33.414
Jumlah 189.342 228.209 | 250.213 | 70.780 96.915

Sumber : Bappeda, 2012

Oleh karena itu, kebutuhan rumah susun di Kota mgakangat besar guna
meningkatkan pembangunan Kota Malang untuk masalatemg.Pada tahun 2012,
Pemerintah Kota Malang memprakarsai pembangunaalrisusun sewa sederhana
yang diperuntukkan bagi penduduk kota Malang yaglgrb memiliki hunian layak,
terkhusus bagi penduduk yang menduduki wilayah pkimman kumuh di pinggiran
kali brantas, sempadan rel kereta api dan kaumimabgjang bermukim secara liar
lantaran belum memiliki tempat tinggal. Kebijakaenpbangunan Rumah Susun
Sewa Sederhana (Rusunawa Buring 1) merupakan sah alternatif penangan
masalah permukiman kumuh di Kota Malang. RusunawanB | adalah program
bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pelkefjdmum Direktorat Jendral
Cipta Karya dengan mekanisme hibah kepada kotangalBangunan fisik rumah

susun dirancang dengan spesifikasi bangunan rumsinspada umumnya, serta



dilengkapi fasilitas memadai. Dengan menghadirkanah susun layak dipinggiran
kota, akan memberikan stimulus bagi para pemukimutu untuk meninggalkan
tempat tinggalnya yang lama, dan beralih ke hup#ang lebih layak yang disediakan
pemerintah kota Malang.

Pada kenyataannya kebijakan Rumah Susun Sewa $edemBuring |
merupakan kebijakan baru di Kota Malang. SebelumPgankot Malang memiliki
sebuah rusun sewa tipe umum di Jalan Muharto, ngpadi kampung Kutobedah.
Melihat kondisinya, rusun tersebut hampir tidak adatuhan pengelolaan yang baik.
Kesan kumuh, kotor dan munculnya kerusakan matergvarnai penampilan rusun
yang juga merupakan bantuan dari pemerintah pDsahikian pula menurut Dinas
Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan BanguwtanMélang (DPUPP)
bahwa pengelolaan Rusunawa Muharto telah dilepaskapenuhnya dari
tanggungjawab Pemkot, atas perencanaan dan pedaksdebijakan yang belum
matang sebelumnya. Pada kesempatan selanjutnyaoP&fakang mengupayakan
pengelolaan rusunawa sebaik mungkin agar tidaladeisfungsi dan kesalahan
manajemen seperti yang pernah terjadi. Maka damrtuk menghasilkan kebijakan
yang optimal, pelaksanaan kebijakan Rusunawa Bumeggacu pada Perwal No.41
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan RusunamiagBdan Perwal No.12
Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi UPT Berigal No.3 Tahun 2007
tentang Retribusi Rumah Susun di Kota Malang.

Pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buring | merupakhjek okajian

administrasi publik, sebab secara garis besar nmghkyd upaya pemerintah Kota



Malang dalam mengatasi masalah publik di bidangykéman. Melalui kebijakan
ini, Pemkot Malang ingin mengupayakan pelaksanaamnjdkan yang sepenuhnya
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khuaugBR Kota Malang sebagai
sasaran kebijakan. Untuk itu perlu dievaluasi dejmmana pelaksanaan kebijakan
tersebut sudah dilaksanakan sesuai petunjuk pela&sa(juklak)/petunjuk teknis
(juklis) yang tertuang dalam kebijakan. Berdasaredar belakang masalah tersebut
diatas, maka penulis mengangkat judul penelitigBvaluasi Pelaksanaan
Kebijakan Rumah Susun Sewa Sederhana di Kota Malang (Studi Pada Rumah
Susun Sewa Sederhana Buring | Kelurahan Buringaetan Kedungkandang Kota

Malang)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalghiag hendak dibahas
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan rumah susun sewearhana
Buring | di Kota Malang ?
2. Bagaimanakah hasil evaluasi kebijakan rumah suswa ssederhana

Buring | di Kota Malang ?

C. Tujuan Pendlitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulisndglanelitian ini adalah :



1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksakehijpkan rumah
susun sewa sederhana di Kota Malang.
2. Untuk mengevaluasi kebijakan rumah susun sewa lsad@rBuring | di
Kota Malang.
D. Kontribusi Penelitian
1. Kontribusi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan mési terhadap kajian
akademis sekaligus sebagai masukan bagi tulisan panelitian-
penelitian yang sama, serta diharapkan dapat digunaebagai bahan
pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yangl tietikait
evaluasi kebijakan rumah susun sewa sederhana.
2. Kontribusi Praktis
a. Bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan PengaBasgunan
(DPUPPB) Kota Malang
Saran dan kesimpulan yang diambil diharapkan dapabjadi
pertimbangan dan masukan bagi Dinas DPUPPB sepdgdi yang
bertanggungjawab atas Rumah Susun Sewa Sederheng Buntuk
meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas damgsinya,
terutama dalam hal peningkatan efisiensi dan pelag& rumah
susun.

b. Bagi Masyarakat Luas



Diharapkan agar penulisan ini dapat berguna bagyarakat luas
secara keseluruhan dan masyarakat sekitar Rumabtn SBswa
Sederhana Buring | khususnya, dalam rangka menikahka
pengetahuan mengenai kebijakan rumah susun sevesihaed di
Kota Malang.
E. Sitematika Penulisan
Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang simg-masing terdiri atas
sub-bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagautaer

BAB | : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi latar keelg masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, odet penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB Il : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian-paageraupun pendapat-

pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan @ah permasalahan

dalam penulisan skripsi ini. Yaitu kajian umum terg kebijakan publik,

kajian umum tentang evaluasi kebijakan, kajian untentang rumah susun

sewa sederhana dan kajian umum tentang pembanpgeariaotaan.

BAB Ill : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan metode peneltiary digunakan terdiri

dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis slamber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, serta kgkemarikan kesimpulan.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang atéemiang analisis

data penelitian dan interpretasi hasil analisia ganelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini memuat kesimpulan yang didapat danbpbasan serta saran

sebagai rekomendasi perbaikan atas masalah yaalgadib



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik
1. Defenisi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik berasal dari kata kebijakan dambligu Dari asal
katanya, konsep kebijakan berasal dari bahasa YuPatis yang berarti
Negara/kota. Dalam bahasa latin diselpglitia yang berarti negara.
Sedangkan kata publik berasal dari bahasa inggublic yang berarti
masyarakat negara atau umum. Berdasarkan asal tkasabut dapat
disimpulkan kebijakan publik adalah setiap keputuatau kebijakan yang
dikeluarkan yang menyangkut kepentingan masyartakain.

Beberapa konsep kebijakan telah banyak dikemukalein para ahli
diantaranya adalah pendapat Thomas R. Dye dalamakVgqR008:4)
mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan apajfng dipilih
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukamhgtever government
choose to do or not to JloFokus kebijakan publik disini adalah seluruh
kehendak pemerintah antara keputusan yang dikelnadalam bentuk
kebijakan ataupun keputusan untuk tidak mengelmarkebijakan sama
sekali.

Chief J.O Udjodi (1981) dalam Wahab (2012:15) méndgkan

kebijakan publik sebagai :

11
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“an sanctioned course of action addressed to aipaldir problem or
group of related problems that affect society agéd (merupakan suatu
tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu ttgumtu yang diarahkan
pada suatu masalah atau sekelompok masalah tey@mgusaling berkaitan
yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Lebih lanjut David Easton, dalam islamy (2007:1%nnierikan arti
kebijakan publik sebagattie authoritative allocation of values for the wol
society (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/sah kapseluruh anggota
masyarakat). Dengan dasar defenisi tersebut, Edastodak menegaskan
bahwa pemerintah merupakan satu-satunya otoritag gah untuk berbuat
sesuatu kepada masyarakatnya dan pilihan pemerimaik melakukan
maupun tidak melakukan sesuatu dirupakan dalamukepéngalokasian
nilai-nilai kepada masyarakat.

Dari pengertian kebijakan publik yang bermacam-mmcenenurut
Islamy (2007 : 20-21) terdapat implikasi yang dapgabarkan sebagai

berikut;

1. Bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan damdakan
pemerintah

2. Kebijakan publik memiliki tujuan untuk kepentingarasyarakat.

3. Bahwa kebijakan publik dapat bersifat positif-dalaamtian
menghasilkan sebuah kebijaksanaan maupun bersdgatift
dalam artian pemerintah tidak melakukan apa-apa.

4. Kebijakan publik senantiasa dilandasi peraturanumnmang-
undangan dan bersifat memaksa kepada seluruh dhyjklum
tanpa pandang bulu.

Dari beberapa defenisi diatas, maka dapat disinapullbbahwa

pembuatan kebijakan merupakan suatu tindakan vyaitgfagkan dan
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dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi ppdsa pencapaian tujuan

demi kepentingan masyarakat.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Merumuskan kebijakan publik bukanlah proses yangdahudan
sederhana. Hal ini dikarenakan dalam prosesnyapatanyak faktor yang
mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tersedbhfpan-tahapan dalam
kebijakan publik menurut Lindblom seperti yang diguoleh Winarno

(2007:33) digambarkan seperti gambar dibawah ini :

Stagel Stage 2 Stage Stage 4 Stage 5
Penyusunarl,| Formulasi 4, Adopsi | | Implementasi 4, Evaluasi
Aaend: Kebiiakan Kebiiakan | |~ kebiiakan Kebiiakan

Gambar 1. Tahapan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik
Sumber : Winarno (2007:33)

Tahap 1. Penyusunan Agenda
Pada tahap ini para perumus kebijakan menempatlesalah pada

agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini ibgrsgar dapat masuk
kedalam agenda kebijakan. Menurut Cobb dan Eldéand Islamy (2003:84),
ada tiga prasyarat agar isu kebijakpalicy issu¢ dapat masuk dalam agenda
pemerintah, yaitu :

1) Isu tersebut harus memperoleh perhatian yargdtau setidaknya dapat

menimbulkan kesadaran masyarakat, 2) adanya pamdg@egdapat publik

yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakuke#okumemecahkan
masalah tersebut, 3) adanya persepsi yang samamdagiarakat bahwa
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masalah itu adalah merupakan suatu kewajiban dgguagjawab yang sah
dari beberapa unit pemerinah untuk memecahkannya.

Tahap 2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudibahas
oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah dalgifenisiskan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaikusBaliambil dari
berbagai alternatif pemecahan yang merupakan rekdase aktor. Sama
halnya dengan perjuangan masalah untuk masuk kedajanda pemerintah,
disini alternatif juga turut berjuang untuk dapapilch menjadi solusi
permasalahan.
Tahap 3. Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan adalah proses final memilih satatu alternatif
kebijakan yang terbaik dan yang paling memungkinkatuk dilaksanakan.
Jika suatu usulan kebijakan diadopsi atau dibgitileasi oleh seseorang atau
badan yang berwenang, maka usulan kebijakan tdrdedrubah menjadi
kebijakan yang sah dalam arti dapat dipaksakarkgefe@annya dan bersifat
mengikat bagi orang atau pihak-pihak yang menjadiaan (objek) dari
kebijakan.
Tahap 4. Implementas Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catdifajika tidak di

implementasikan. Oleh karena itu, program kebijakang telah diambil
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melalui berbagai altenatif pemecahan masalah seingi harus
diimplementasikan oleh dinas atau badan yang bgksten dalam mengurusi
permasalahan terkait. Kebijakan yang telah diamditélksanakan oleh unit-
unit administrasi yang memobilisasi sumber dayarfgial dan manusia.
Tahap 5. Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan diimplementasikan, tentu kebipatexsebut harus
dievaluasi. Evaluasi kebijakan merupakan langkakater dalam tahapan
kebijakan publik. Pada tahap ini kebijakan yanghedijalankan dinilai atau
dievaluasi sudah sejauh mana kebijakan tersebut ppnamemecahkan
masalah yang dihadapi. Selain itu juga untuk meliéiek/dampak dari
kebijakan tersebut.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan @ahtahapan
penyusunan kebijakan publik merupakan suatu pryeseg kompleks. Proses
kebijakan publik melibatkan banyak variabel untukag, oleh karena itu
beberapa ahli membagi tahapan tersebut untuk dd#eperti pada proses
diatas. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam atmem dan
menganalisis satu-persatu isu publik sehingga ke&anudlapat diambil
kebijakannya agar kemudian dapat sampai pada tigegti dari kebijakan
publik, yakni menyelesaikan masalah-masalah yanui di masyarakat.

Pada kesempatan kali ini, penulis tertarik untukninghas mengenai

evaluasi kebijakan lebih dalam lagi, sebab tahapénperan sangat besar



16

dalam melihat haskebijakan yang telah berjalan serta melihat selaelbagar

dampaknya menyelesaikan persoalan yang terjadi.

. Evaluas Kebijakan
a. Konsep Evaluas Kebijakan

Dalam studi kebijakan publikp(blic policy study, istilah evaluasi
kebijakan publik public policy evaluationmerupakan salah satu dari tahapan
kebijakan public policy procegs Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan
untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagglelaksanaan suatu
kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi mergrakegiatan pemberian
nilai atas sesuatu (Widodo 2006:111).

Evaluasi memberikan informasi valid dan dapat digga mengenai
kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhdai, mlan kesempatan telah
dapat dicapai melalui tindakan publik. Menurut Miiatijaja dalam Widodo
(2006:113), evaluasi merupakan kegiatan pembeiianatas suatu fenomena
yang didalamnya terkandung pertimbangan nNailue judgemeittertentu.
Lebih lanjut Mustofadijaja mengatakan :

“Manakala konteksnya kebijakan publik, maka fenoangang dinilai

adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran kebijdedompok sasaran

(target group} yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen keédaifa

yang digunakan, respons dari lingkungan kebijakdnerja yang
dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya”.
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Tujuan pokok evaluasi kebijakan bukanlah untuk raéthkan,

melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjaag@ma pencapaian dan

harapan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimarainimalkan bahkan

menghapus kesenjangan tersebut. Jadi, evaluassseyaedipahami sebagai

sesuatu yang bersifat positif dan membangun.

Ada beberapa fungsi evaluasi menurut Dunn (2000a2itara lain :

a.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapatedipya
mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jaututkgtan, nilai
dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindpkhhk.
Evaluasi memberi sumbangan pada Klarifikasi dankkierhadap
nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan damyédr

Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metodeed®et
analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan alasaan
rekomendasi.

Sedangkan Wibowo, dkk dalam riant (2008:477-488nyabutkan bahwa

evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsitu:

1.

Eksplanasi. melalui evaluasi dapat dipotret realpelaksanaan
program dan dapat dibuat suatu generalisasi tenpeartapola

hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diayaa Dari

evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasikarsatah, kondisi
dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalajakan.

Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakatakan yang
dilakukan oleh pelaku, baik birokrasi maupun peld&innya,

sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetakeim

kebijakan.

Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakahpotitbenar-bear
sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, aistoujada
kebocoran dan penyimpangan.

Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui akibaiaeekonomi

dari kebijakan tersebut.

Melalui paparan tersebut dapat disimpulkan bahveduegi kebijakan

memegang peranan besar dalam kesatuan kebijakdik. pldhap evauasi
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kebijakan merupakan kegiatan penilaian unsur-udalam kebijakan apakah
sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkalurealga atau malah

melenceng jauh dari tujuan sebenarnya.

b. Model Evaluas Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2000:27), istilah evaluasi dapat whiigkan dengan
penafsiran §ppraisa), pemberian angkadting), dan penilaiangssessmeht
Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi megala atau manfaat
hasil kebijakan. Lebih lanjut, Berdasarkamming kebijakan evaluasi
kebijakan didasarkan pada tiga jenis evaluasi yaséwaluasi sebelum
pelaksaan kebijakan, evaluasi pada waktu pelaksakahijakan disebut
evaluasi proses, dan evaluasi setelah kebijakary ydisebut evaluasi
konsekuensiqutpu) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengasutcOmé
kebijakan.

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak maselluasi, salah
satunya Rossi dalam Widodo (2006:B118-122) memledalset evaluasi
kebijakan lebih komprehensif. Beberapa tipe evaligasebut adalah sebagai
berikut.

1. Research for Program Planning and Developmnet

Riset untuk perencanaan dan pengembangan kebigikeaksudkan

untuk memberikan informasi apakah mungkin suatu ij&iedn/proyek
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dirancang secara optimal dengan menggunakan péogetadan informasi
yang berkaitan dengan masalah, lokasi atau tenwpand masalah itu ada.

2. Project Monitoring Evaluation Research

Riset evaluasi tipe ini merupakan suatu riset eslyang bertujuan
untuk menguji apakah suatu kebijakan telah diimgletasikan sesuai dengan
rancangan kebijakan/proyek.

3. Impact Evaluation

Riset evaluasi impact ini lebih mengarah pada samg@auh mana
kebijakan menyebabkan perubahan sesuai dengandykatendaki. Riset ini
bertujuan menguiji efektivitas suatu kebijakan/pkogialam pencapaian tujuan
kebijakan.

4. Economic Efficiency Evaluation

Riset evaluasi tipe ini bertujuan untuk menghit@figiensi ekonomi
kebijakan. Riset evaluasi yang melihat efisienscasg ekonomi ini
dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana suatmbsr daya sifatnya
terbatas dan langka (sumber daya finansial).

5. Comprehensive Evaluation

Istilah Comprehensive Evaluation merujuk pada syatig mencakup
monitoring, and expost factor, cost benefit or cefectiveness analysis
Comprehensive. Evaluasi tipe ini memadukan ketigaisj evaluasi

sebelumnya berikut karakter pendukungnya.
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Langbein dalam Widodo (2006:116) membedakan tipaluesgi
menjadi 2 macam, yakni evaluasi proses yang dikeéeadan dengan metode
deskriptif dan evaluasiutcomes/ang dikenal dengan metode kausal. Metode
deskriptif berusaha melihat apakah program utamah tercapai dengan baik
atau sebaliknya. Sementara itu, metode evaluassakaboerorientasi pada
aspek outcomesdengan pertanyaan mendasar: siapa yang terlidatnda
kebijakan, apakah kebijakan dapat mencapai siap@ yaenjadi sasaran
kebijakan, serta berusaha mencari/melihat apakétomeutama yang terjadi
karena kebijakan utama. Untuk memudahkan memahauuak tipe dan
metode riset evaluasi kebijakan publik tersebutatapigambarkan dalam

bentuk matriks sebagaimana tampak dalam tabel 3.

Tabel 3. Tipe Evaluasi Kebijakan
Methods Process Outcomes

Deskriptive| 1. Apakah fasilitas, sumber 1. Siapa yang terlibat dalam
daya digunakan dalam kebijakan

kebijakan 2. Apakah kebijakan dapat
2. Apakah kebijakar mencapai Siapa yang
dilaksanakan sesuai dengan = menjadi sasaran
petunjuk kebijakan
3. Bagaimana derajat

manfaat/keuntungan  yang
ditetapkan dalam kebijakan
4. Menentukan apakah manfgat
nyata dari kebijakan dapat
dinikmati oleh kelompok
sasarantérget group}
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Causal

. Apakah kebijakar

. Apakah kebijakan utam

menghasilkan outcome
yang diharapkan/tidak

diharapkan

Sarana (faktor
implememtasi kebijakan
mana yang

menghasilkan outcomes
yang terbaik
Berusaha mencarj/
melihat apakatoutcome
utama yang terjadi
dikarenakan kebijaka
utama

=)

D

menjadi penyeba
dampak utama

(=)

(Widodo 2006: 118)

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakarerieikriteria

umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan baduates. Kriteria-

kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sabaglah satu patokan

dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhatemil gagal. Dunn

menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakaaliputi (6) enam tipe

sebagai berikut:

1. Efektivitas effectivenegs berkenaan dengan apakah suatu

alternatif mencapai hasil akibat yang diharapkaau ahencapai

tujuan diadakannya tindakan.

2. Efisiensi gfficiency berkenaan dengan rasionalitas ekonomi,

yakni hubungan antara efektivitas dan usaha yanmgkhe

umumnya diukur dari ongkos moneter.
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3. Kecukupan &dequancy berkenaan dengan seberapa jauh suatu
tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilaiudtasempatan
yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan
menekankan pada kuatnya hubungan antara altekediijakan
dan hasil yang diharapkan

4. Kesamaan gdequity erat berhubungan dengan rasionalitas legal
dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat wsaha antara
kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakabijddean
yang berorientasi pada perataan adalah kebijakag gkibatnya
(misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter)caraeadil
didistribusikan.

5. Responsivitas résponsivenejysberkenaan dengan seberapa jauh
suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefeegau nilai
kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ked@psecara dekat
yang berhubungan dengan rasionalitas substantiftenka
pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak basdgerdengan
satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih éaia secara
bersama-sama.

Secara singkat kriteria evaluasi menurut Dunn dajgambarkan

pada tabel 4 berikut ini:
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Kategori Pertanyaan

Efektifitasa Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi b Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk
€ mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupah Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan
untuk memecahkan masalah
Pemerataén Apakah biaya manfaat didistribusikan secara
merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskian
K kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai  kelompok
r tertentu?
Ketepatarl Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar
t berguna atau bernilai
e

ria Evaluas Kebijakan Dunn

Dari beberapa model evaluasi diatas dapat disinapubahwa dalam

membedakan tipe evaluasi tergantung pada waktukgselaan evaluasi,

bahkan bagian yang dipilih selama tahapan evalisidasarkan waktu

pelaksanaan evaluasi terdapat 2 jenis evaluasini yakaluasi pada saat

perumusan kebijakan,

evaluasi saat pelaksanaanjakabi (rocess

evaluation) dan evaluaspascaterjadinya kebijakan. Sedangkan berdasarkan

aspek yang akan diteliti selama tahapan kebijagaaluasi dapat dibedakan

menjadi evaluasi yang menitikberatkan pada subbtdetbijakan, evaluasi

yang menitikberatkan pada efisiensi penggunaan suuidya dana, evaluasi
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pada pelaksanaan kebijakan, evaluasi pada dampak diimbulkan oleh
kebijakan dan evaluasi comprehensive yang memadgkésruhan aspek
sebelumnya.

Model evaluasi yang akan digunakan dalam penelitinherorientasi
pada model evaluasi proses, dengan menggunakaodenétroject
Monitoring Evaluation ResearciMelalui metode riset ini, peneliti bermaksud
menguji apakah implementasi suatu kebijakan teldakshnakan sesuai
dengan apa yang dirinci dalam rancangan kebijakamentara itu, untuk
menilai pelaksanaan kebijakan penelitian ini akaenggunakan 6 kriteria
evaluasi Dunn yakni efektivitas kebijakan, efisiekgbijakan, kecukupan
kebijakan, responsivitas kebijakan, ketepatan &&bi), pemerataan

kebijakan.

. Pembangunan Perkotaan
1. Kebijakan Pembangunan Perkotaan

Dalam pembangunan perkotaan ada isu-isu dan masasélah yang
pasti dihadapi sejalan dengan berkembangnya ksateksebut antara lain
menyangkut kepadatan berlebihan, kekurangan sarasarana, pemukiman
kumuh dan liar, pengangguran, kemacetan lalu lintagsalah rasial dan

sosial, westerisasi dan modernisasi, kerusakakumgan, perluasan kota dan
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berkurangnya lahan pertanian, serta organisasirasinaisi (Bintarto dalam

Desi 2012: 42).

Secara umum permasalahan perkotaan dapat dibaagn da¢rbagai

kelompok permasalahan menurut Rahardjo (2010:3)iyak

1.

Kondisi lingkungan fisik perkotaan yang kurang meaiaantara
lain pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dak tdlencana,
sikap hidup para pendatang baru yang merasa asingad
atmosfir perkotaan, serta persoalan lapangan ekerjyang
terbatas.

Perencanaan dan program pembangunan perkotaan leausih,
baik dilihat dari koordinasi maupun pelaksanaanigus diakui
menyusun rencana pembangunan perkotaan yang koemgiEh
tidaklah mudah. Ini disebabkan faktor kehidupan yaeskat
perkotaan yang semakin berkembang.

Sarana dan prasarana penunjang perkotaan masd#tateriselain
itu sumber daya yang ada sering kali tidak dimakéaa
sebagaimana mestinya misalnya keahlian dan ketdeamp
akademisi dari perguruan tinggi, data dan informpsngalaman-
pengalaman, potensi sumber pembiayaan dan laigaielya.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masitiabgrasif.
Norma-norma dan tata tertib pergaulan sosial,btdrtikum dan

tertib kemasyarakatan ternyata sering kurang éfeksiebabkan
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antara lain karena kondisi sosial-ekonomi yang aéndlari
berbagai penghuni kota dan terdapat pihak-pihakg ysengaja
mengabaikan peraturan yang berlaku, sehingga meggga
kehidupan masyarakat kota.

Dengan adanya masalah tersebut, maka diperlukan &ehijakan
pembangunan perkotaan untuk mengatasinya. Pembamgiilakukan sesuai
dengan pokok-pokok masalah yang dihadapi di masiaging kota.
Pembanguan yang terarah dilakukan dengan menetgpkaok kebijakan
yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan pembangdnperkotaan.
Salah satunya dengan kebijakan tata ruang perkotdanana dalam
tujuannya perencanaan tata ruang kota mengaturneatan fungsi-fungsi
ruang kota dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dern{gputusan Menteri
Pekerjaan Umum No. 640/KPTS/1986 BAB lll, RUTRK idak-tidaknya

merencanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Kebijaksanaan pembangunan penduduk kota
Kebijaksanaan pembangunan penduduk berkaitan dgongaah penduduk
dan kepadatan penduduk di setiap bagian wilayadn kot

b. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota

Bentuk kota tidak terlepas dari sejarah perkembarigda, namun

sedikit banyak dapat diarahkan melaui penyediaailités/prasarana dan
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penetapan berbagai ketentuan yang berkaitan deagaiguna lahan dengan
memetakan wilayah pemukiman, pusat administraskigmeoran dan pusat
ekonomi.

c. Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Rencana struktur pelayanan kegiatan kota mengg&andrierarki
fungsi kegiatan sejenis diperkotaan meliputi kegigbelayanan pendidikan,
kesehatan, pasar, terminal, kantor pos, perbankaneda.

d. Rencana Sistem Transportasi

Rencana sistem transportasi menyangkut perencarsiatem
pergerakan dan prasarana penunjang untuk berbeaga @ngkutan yang
terdapat di kota, seperti angkutan jalan raya, aragk kereta api, angkutan
laut, angkutan sungai, angutan danau, penyeberangaopun angkutan
udara.

e. Rencana sistem jaringan utilitas kota

Rencana sistem jaringan utilitas kota mencakup suntieserta
jaringanya untuk air minum, jaringan listrik, tetep gas, jaringan
pembuangan hujan, air limbah rumah tangga dan déebij pengelolaan
sampah.

f. Rencana kepadatan bangunan

Rencana kepadatan bangunan menggambarkan persiahtase/ang
tertutup bagunan pada suatu lingkungan bagian kxpadatan bangunan

memungkinkan kondisi lingkungan tertutup oleh baragutinggi, kekurangan
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lahan terbuka hijau dan penurunan kualitas linglnngOleh karena itu
kepadatan bangunan dalam suatu wilayah (terutarsat fxota) harus diatur
secara tegas.

g. Rencana ketinggian bangunan

Secara umum bangunan diperkenankan tinggi dipugatdan makin
kurang tinggi apabila menuju ke pinggiran kota. Hakerutama perlu dijaga
untuk jalur arah angin, sehingga akan membuat pkat tetap mendapat
arus angin sehingga kenyamanan pusat kota tefzgditera.

h. Rencana pembangunan/pemanfaatan air baku

Rancana pembangunan dan pemanfaatan air baku spegat
diperhatikan untuk perkotaan. Hal ini dikarenak@anyang tersedia sangat
terbatas sedangkan kebutuhan air di perkotaan teresingkat. Harus
diinventariskan sumber-sumber yang mungkin dapajurdgikan untuk
memenuhi kebutuhan air bersih, yang sudah dim&@#aatatau akan
dimanfatkan dimasa mendatang.

I. Rencana penanganan lingkungan kota

Rencana penangan lingkungan kota adalah langkgaltaypang akan
ditempuh untuk masing-masing lingkungan kota baikuki pembangunan
maupun untuk menjaga kenyamanan lingkungan hiddgtsan. Pada tahap
ini perlu dibuat perencanaan yang lebih rinci agangarah pada pengguaan

yang ditetapkan.
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2. Pembangunan Sektor Perumahan dan Pemukiman
Dalam pembangunan nasional masalah penyediaan geamndan
pemukiman yang layak huni sangat penting diperhatikembaga Ketahanan
Nasional (dalam Desi 2012:44) mengatakan:
“Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakaanbagnting
di dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatarajat
kesehatan masyarakat, dan peningkatan produkiividesngan
penyediaan kebutuhan dasar masyarakat akan perangahg sehat,
air bersih, lingkungan yang sehat serta terjangékah daya beli
masyarakat. Pelaksanaan program perumahan dan peamuterdiri
atas kegiatan penyediaan rumah sewa sederhanajkaertkampung,

peremajaan kawasan perumahan kota, dan pemugatangten desa
serta perumahan nelayan”

Prinsip dasar pembangunan perumahan dan pemukinsa p
hakekatnya bertolak dari pemikiran bahwa pembangumerumahan
didasarkan atas prakarsa dari swadaya masyaraiditis€eran pemerintah
terutama diarahkan pada peningkatan kemampuan ra&ayalan penciptaan
iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadagayarakat serta
pada penyediaan prasarana dan sarana. Selanjuasgaas pembangunan
perumahan dititikberatkan pada pemenuhan kebutpbamahan khususnya
bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendahnighalin, 1997:57).
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perumahanpat@n kebutuhan
dasar dan sekaligus suatu sumber daya modal yamgurze untuk
meningkatkan kehidupan dan penghidupan.

Dengan terus meningkatnya pembangunan sektor pBemmadan

pemukiman maka secara bertahap semakin dapat tiipkebutuhan dasar
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masyarakat yaitu perumahan layak, bersih dan nyaRembangunan sektor
perumahan dan pemukiman akan mendominasi penggulamm dan

pemanfaatan ruang. Untuk itu, perlu dipertimbanglanpat hal yaitu

(Soenarno, 2004:2-7) :

1. Pembangunan pemukiman yang secara sosial dan dtuliiga
diterima dan dipertanggungkawabkasodially and culturally
suitable and accountable

2. Pembangunan yang secara politis dapat diteripalitiCally
acceptablg

3. Pembangunan yang layak secara ekonoeggromically feasib)e

4. Pembangunan yang bisa dipertanggungjawabkan dagi se
lingkungan énvironmentallh sound and suitaple

Hanya dengan mengintegrasikan ke-empat hal tersebata konsisen

dan konsekuen, pembangunan perumahan dan pemukisanberjalan

dengan sebagaimana mestinya baik dari segi soaigbum ekonomi.

D. Tinjauan tentang Rumah Susun Sewa Sederhana
1. Pengertian Rumah Susun
Pengertian rumah susun menurut Undang-Undang N@®ofFahun

2011 adalah bangunan gedung bertingkat yang dilbargalam suatu
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lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yargjrukturkan secara
fungsional, baik dalam arah horizontal maupun kaltidan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki deggunakan secara
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilapgkdengan bagian
bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Rusuehss&wa merupakan
salah satu program pemerintah untuk meningkatkaej&eteraan masyarakat
dengan mengurangi kekumuhan kota dan menciptakaarhdan lingkungan
layak huni.

Yang dimaksud dengan lingkungan bersama, bagiasaiver, benda
bersama dan tanah bersama menurut Undang-UndangrNainiTahun 2011
dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batag
diatasnya dibangun rumah susun termasuk prasaram d
fasilitasnya yang secara keseluruhan merupakanusassempat
pemukiman.

2) Bagian bersama adalah bagian rumah susun yangkiisgtara
tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kasdtungsi
dengan satuan-satuan rumah susun. Bagian bersama in
merupakan struktur bangunan dari rusun yang terdias:
pondasi; kolom-kolom; sloof; balok-balok luar; pemng;
dinding-dinding struktur utama; atap; ruang masukridor;

selasar; tangga; pintu-pintu dan tangga darurken jenasuk dan
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jalan keluar dari rusun; jaringan-jaringan listrilgas dan
telekomunikasi; ruang untuk umum. Bagian-bagiarsdr@a ini
tidak dapat dihaki atau dimanfaatkan sendiri-sermdéh pemilik
satuan rusun tetapi merupakan hak bersama yangpaien
bagian yang tidak terpisahkan dari satuan rusungyan
bersangkutan.

Benda bersama adalah benda yang bukan merupakaanbag
rumah susun, tetapi dimiliki secara bersama daak tigrpisah
untuk pemakaian bersama. Benda bersama yang maj@ngk
rusun agar berfungsi sebagaimana mestinya tetdisi garingan
air bersih; jaringan listrik; jaringan gas (untulnian); saluran
pembuangan air hujan; saluran pembuangan air lim&ahran
dan atau pembuangan sampah; tempat kemungkinarsaegan
jaringan telepon/alat komunikasi lain; alat tramspsl yang
berupa lift atau eskalator sesuai tingkat kebutopan alat
pemadam kebakaran; alat/sistem alarm; generatiik li&ntuk
yang menggunakan lift); penangkal petir; fasilitdahraga dan
rekreasi diatas tanah bersama.

Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang diguat&samasar
hak bersama secara tidak terpisah yang diatasmgirib@imah

susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratabamgunan.
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Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Ind@ndsomor
50/PMK/03/2005, rumah susun adalah bangunan b&gingang dibangun
dalam suatu lingkungan yang digunakan sebagai tempaan dengan luas
bangunan 21fsetiap unit hunian, yang dilengkapi kamar mandiasdapur
yang dapat bersatu dengan unit hunian ataupurséérmlengan penggunaan
komunal, dan diperuntukkan bagi masyarakat bergetda rendah yang
pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri j&ketmum
Republik Indonesia Nomor 60/PRT/1992 tentang Peasga Teknis

Pembangunan Rumah Susun.

2. Landasan dan Tujuan Rumah Susun

Dalam rangka memenuhi kebutuhan atas rumah susuaka m
dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tenfRumah Susun.
Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan Undargtn tentang
rumah susun yang sebelumnya yakni Undang-UndangoNatTahun 1985.
Lahirnya undang-undang tersebut merupakan instdaks Pasal 46 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan demaséan Permukiman
yang menetapkan bahwa ketentuan mengenai rumaim sligtur sendiri
dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentangnfaman dan
Pemukiman menyatakan tujuan pembangunan rumah sadailah untuk

memenuhi kebutuhan hunian sekaligus meningkatkaaliths kehidupan
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seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakatrghasilan menengah
ke bawah. Hal serupa dinyatakan dalam pasal ketngiang-Undang Nomor

20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun bahwa pembangumeat susun di

Indonesia bertujuan untuk:

a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak hunn da
terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, hasnalan
berkelanjutan serta menciptakan permukiman yarngater guna
membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaataang dan
tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di akaw
perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman Igsaggap
serta serasi dan seimbang dengan memperhatikarsiporin
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

c. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumatem
permukiman kumuh

d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yamgi,ser
seimbang, efisien, dan produktif

e. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang mengnjan
kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetaputangkan
tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukyauag

layak, terutama bagi MBR
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f. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang
pembangunan rumah susun

g. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yapaklaan
terjangkau, terutama bagi MBR (Masyarakat Berpesitdra
Rendah) dalam lingkungan yang sehat, aman, harmalais
berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola pemamadan
permukiman yang terpadu

h. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, képeman,
pengelolaan, dan kepemilikan rumah susunPembangumaah
susun di Indonesia tidak terlepas dari misi danij&kdén yang
diusung.

Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan dibangamuynah susun

adalah untuk memenuhi kebutuhan akan rumah di kawasrkotaan, dimana

dalam perkembangannya disertai dengan keterbatatsam akan pemukiman.

3. Pembangunan Rumah Susun

Secara umum pembangunan rumah susun dilakukani sésougan
tingkat kepentingan dan kemampuan masyarakat teautdagi yang
berpenghasilan rendah. Sedangkan pelaku pembangumah susun seperti
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahdd 2éntang Rumah
Susun meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara
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2. Koperasi

3. Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak dalam bitersgbut

4. Swadaya masyarakat

Dengan ini, pelaku-pelaku yang terlibat dalam pemgbaan rumah

susun sangat mempengaruhi proses pembangunaruaten rsusun tersebut.
Untuk itu para pelaku harus mengetahui dengan jg@senang, kewajiban
masing-masing, agar proses pembangunan rumah doesgalan sesuai
dengan yang seharusnya.

Menurut Undang-Undang Rumah Susun No. 20 Tahun 2&ithng

Rumah Susun pasal 13, perencanaan pembangunan susuahmeliputi:

1. Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah spsmetapan
zonasi pembangunan rumah susun berdasarkan kelosagakan,
pelaku, dan sumber daya pembangunan yang melipugh susun
umum, rumah susun khusus, rumah susun negara) e rsusun
komersial

2. Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah siesigan
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampunguigga.
Menyangkut lokasi, pembangunan rumah susun daptikdin
melalui : pemberian hak atas tanah terhadap taaab kngsung
dikuasai negara; konsolidasi tanah oleh pemilikatarperalihan
atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hakaaizh;

pemanfaatan barang milik negara atau barang malédcah berupa
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tanah; pendayagunaan tanah wakaf; pendayagunaagiaetanah
negara bekas tanah terlantar;dan/atau pengadaam tamtuk
pembangunan bagi kepentingan umum.

Disamping hal tersebut, standar perencanaan ruosamsli kawasan
perkotaan di Indonesia mengacu pada Rencana SsraBgmbangunan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia 2007-2011 ladalaagai berikut :

1) Kepadatan bangunan: di mana dalam mengatur kepaddsa
intensitas bangunan diperlukan perbandingan yapat t@eliputi
luas lahan peruntukkan, kepadatan bangunan.

2) Lokasi: di mana rumah susun dibangun di lokasi yaeguai
rencana tata ruang, rencana tata bangunan darutiggk yang
terjangkau  layanan transportasi umum serta dengan
mempertimbangkan keserasian dengan lingkungareseyat.

3) Tata letak: di mana rumah susun harus mempertinkiaang
keterpaduan bangunan, lingkungan, kawasan dan rsani
dengan memperthatikan faktor-faktor kemamfaataselkenatan,
keseimbangan dan keserasian.

4) Jarak antar bangunan dan ketinggian: di mana ruswsun
ditentukan berdasarkan persyaratan terhadap baketyakaran,
pencahayaan, dan pertukaran udara secara alamyarkanan

serta kepadatan bangunan sesuai dengan tata koiang
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5) Jenis dan fungsi: di mana rumah susun adalah uminkan dan
dimungkinkan dalam satu rumah susun/kawasan rusoghn
memilik jenis kombinasi fungsi hunian dan fungsahe.

6) Luas lantai rumah susun: di mana minimum 2@lengan fungsi
utama sebagai ruang tidur/ruang serbaguna seetagiépi dengan
kamar mandi dan dapur.

7) Kelengkapan: di mana rumah susun harus dilengkegsapana,
sarana, dan utilitas yang menunjang kesejahterkalancaran
serta kemudahan penghuni dalam menjalankan kegtshari-
hari.

4. Kepemilikan Rumah Susun
Secara umum, hak atas satuan rumah susun adalahililgkdimana

satuan rumah susun dimiliki oleh perseorang atadamahukum yang
memenuhi syaratebagai pemegang hak atas tanah.milik atas satuan
rumah susun tersebut merupakan hak milik atas rsayeng bersifat
perseorangan dan terpisah, dimana di dalamnya fegaasuk hak atas
bagian-bersama, benda-bersama dan tanah-bersamg gamuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkanades@fuan rumah susun
tersebut. Bukti terhadap kepemilikan hak milik atssguan rumah susun
ditunjukkan dengan adanya sertifikat hak milik atasah susun.

Sedangkan hak atas bagian-bersama, benda-bersamhakl atas tanah-

bersama  didasarkan atas luas atau nilai satuamhrususun yang
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bersangkutan pada waktu satuan tersebut diperelalilibnya yang pertama.
Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun teddiri:
a. Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak TanasaeBe
b. Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutang
menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki
c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas dagjisama, benda
bersama, dan tanah-bersama yang bersangkutan yangpakan
kesatuan yang tidak terpisahkan
Hak milik atas satuan rumah susun tersebut dapatitbelengan cara
pewarisan atau dengan cara pemindahan hak sesugrdketentuan hukum
yang berlaku. Pemindahan hak tersebut dilakukangatenakta Pejabat
Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan pada Kantor rlegtéabupaten atau
Kotamadya yang bersangkutan. Ketentuan lebih kang@rigenai pengelolaan
rumah susun, masa transisi, proses seleksi caloghpai, serta penyerahan
pertama kali selanjutnya diatur dan disesuaikargaemperaturah pemerintah

di masing-masing daerah.



BAB 111

METODE PENELTIAN

A. JenisPendlitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitiaradalah jenis penelitian
deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskKripti
berkaitan dengan pengumpulan data untuk membegiarbaran secara menyeluruh
atau menegaskan suatu konsep atau gejala sertawabngtatus subjek penelitian
saat ini tanpa bermaksud menguji hipotesis (Maie@009:5).

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut BogdanT@gior dalam Moleong
(2014:4) “merupakan sebuah prosedur yang menghasdi&ta-data deskriptif yang
diperoleh melalui kata-kata tertulis, maupun sechsan, dan hasil observasi,
wawancara dan berupa kajian teori yang berkaitargate penelitian yang sedang
dilakukan.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa pé&aelidengan menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif uyarhelakukan pembacaan,
menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikanddéanbil suatu kesimpulan

dalam bentuk tulisan yang sistematika.

B. Fokus Penélitian
Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulari dsesuatu yang kosong,
tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorahgd@p adanya masalah (Moleong
2014: 94). Masalah pada penilitian kualitatif berpu pada fokus, dimana nantinya

mengarahkan peneliti pada data yang harus dan ligials dilkumpulkan. Berkenaan
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dengan hal tersebut, fokus yang dapat dirumuskiamdaenelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan kebijakan rumah susun sewa sederhang Bmeliputi :
a. Profil Pelaksanaan kebijakan rumah susun sewalsmtkeBuring |
b. Perencanaan pembangunan rumah susun
1) Pemilihan lokasi pembangunan rusunawa
2) Pembangunan fisik rusunawa
c. Pengelolaan rusunawa Buring | meliputi:
1) Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa
2) Kepenghunian
3) Administrasi keuangan
4) Kelembagaan pengelola rusunawa
2. Evaluasi Pelaksanaan kebijakan rumah susun sewerhsed Buring |
dilihat dari 6 aspek, yakni Efektifitas, Efisienasetepatan, Kecukupan,

Responsivitas dan Ketepatan pelaksanaan kebijakan.

C. Lokas dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelélakukan penelitian
terhadap objek yang diteliti. Sementara situs pemelmerupakan letak sebenarnya
peneliti menangkap keadaan objek yang diteliti km@ndapatkan data valid, akurat,
dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Adapekasi penelitian ini

mengambil tempat di Kota Malang, dengan situs pigrelpada SKPD Kota Malang
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yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Pekéffaam dan Pengawasan
Bangunan (UPT Rusunawa) serta Rumah Susun Sewerh@ed Buring | di

Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Mgalan

D. Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (201471Sumber data dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakafebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dengan dokumen yang berupa dataigerAdapun jenis dan
sumber data dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsungsdarbernya, diamati,
atau dicatat pertama kalinya oleh peneliti. Datener digunakan peneliti
sebagai pendukung bagi penelitian. Dalam penelittandata primer
didapatkan melalui pengamatan langsung di RumahurSuSewa
Sederhana Buring | serta melaksanakan wawancamgadenihak yang
terkait dengan penyelenggaraan kebijakan, antara la
a. Kepala sub-bidang Tata Kota Badan Perencanaan dhguban
Daerah Kota Malang (BAPPEDA Kota Malang)
b. Staff Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dangdwasan
Bangunan Kota Malang (Dinas PU Kota Malang)
c. Kepala Unit Pelayanan Teknis Rusunawa Buring |

d. Kepala Sub-bidang Unit Pelayanan Teknis Rusunawa@u
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e. Masyarakat penghuni Rumah Susun Sewa SederhanayBuri

2. Data Sekunder
Merupakan data yang didapatkan secara tidak laggsian lapangan
penelitian atau dalam arti lain diusahakan serbrigumpulannya oleh
peneliti yaitu melalui buku, arsip, laporan resmatatan, dan bentuk

dokumen lain yang sekiranya dapat mendukung dateligan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Arikunto (1998:134) menyatakan bahwa metpeegumpulan data
adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh pemelitk mengumpulkan data. Maka
dari itu dibutuhkan data yang valid dan akurat.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dglanelitian ini adalah

1. Interview (wawancara)
Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuaelipen dengan
cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumioeman. Wawancara
dapat dilakukan secara struktur maupun tidak téesir dan dapat
dilakukan melalui tatap muka maupun dengan mendgmaelepon.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini &dalawancara

langsung dengan pihak yang berkaitan dengan prokeaijakan.
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2. Observasi (pengamatan)
Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan selmrgsung dengan
melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomemgatggadi sesuai
dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi
Adalah teknik pengumpulan data dengan cara menggalimasi yang
ditempuh dengan mempelajari dan mencatat dokumkuortien yang
sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Teknikerguna untuk

melengkapi data-data yang peneliti dapatkan melakmik wawancara

dan observasi.

F. Instrumen Pendlitian
Instrumen penelitian merupakan alat yang membandémelgi dalam
menghimpun/mengumpulkan data penelitian. Instumgantg digunakan dalam
penelitian ini antara lain :
1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumgal gtama, terutama
pada saat proses wawancara dan analisis data.itPemehggunakan
panca indera untuk melakukan pengamatan langsung peéacatatan

terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan
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2. Pedoman wawancarain{erview guide), merupakan suatu daftar
pertanyaan yang diberikan kepada informan.

3. Catatan lapangari€ld notes), yaitu catatan yang dibuat peneliti sewaktu
mengadakan pengamatan, atau meyaksikan kejadidentter yang

berlangsung di lapangan.

G. Analisis Data
Analisis data merupakan tahap yang sangat menentddam keseluruhan
proses penelitian. Hal ini dikarenakan analisiaaényangkut kekuatan analisa dan
kemampuan mendeskripsikan data, situasi, peristian,konsepsi yang merupakan
bagian dari objek penelitian. Dalam penelitiandata yang diperoleh dianalisis dan
di interpretasikan, dimana menurut Miles dan Hulzrn2014:12-14) analisa data
terdiri dari :
1. Data Collection
Data yang terkumpul dari hasil interview, observasin dokumentasi
dikumpulkan sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Data Condensation
Merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengkbsst dan
mentransformasikan data penelitian yang dikumpulkaelalui proses
interview, pengamatan maupun dokumen terkait unto&mbuat data
penelitian semakin kuat.

3. Data Display
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Dimaksudkan untuk memudahkan bagi penelitian gumdihat gambaran
secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentpeiaiitian.

. Conclusion : Drawing/verryfying

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari datg gicumpulkan yang

dituangkan kedalam kesimpulan.

Komponen-komponen analisa data tersebut diatas k@mgdian oleh Miles

dan Huberman (2014:14) disebut sebagi model intiéngkng digambarkan sebagai

berikut :

Data Collection

- Data Display

Conclusion:

Data
Condensation

Drawing/ verrifying

Gambar 2

Model Analisis Data I nter aktif
Sumber : Miles B. Huberman, A. M. 201Qualitative Data Analysis. An
Expended Source Book [2" ed]



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Secara geografis wilayah Kota Malang berada an@aral6'48" -
08°46'42" Lintang Selatan dan 112°31'42" - 112°&8Rujur Timur, dengan
luas wilayah 110,06 km2 dengan batas-batas sebaghut :

* Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Keari{gloso

* Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatarp&om

* Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatasait

* Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Da

Kota Malang secara topografis berada pada wilagalgah ketinggian
antara 440-667 m diatas permukaan laut dan dikgiilioleh wilayah
pegunungan antara lain Gunung Semeru, Kawi, Anjesman Arjuno. Salah
satu lokasi yang paling tinggi di wilayah Kota Madaadalah Pegunungan
Buring yang terletak di sebelah timur kota. Walauperdapat dataran tinggi,
namun sebagian besar pola bentang alam wilayah KMatang merupakan
dataran rendah dengan kemiringan 0-15% yang me®gud% luas wilayah
Kota Malang, sedangkan sisanya 3,7% merupakan kemi@erlereng dengan

kemiringan 10-16% Dalam RTRW Kota Malang 2010-20B0ta Malang
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dialiri beberapa sungai yang cukup lebar, yaitugaumrantas beserta anak

sungainya yaitu Sungai Metro, Sukun, Bango, dan ramgp

Gambar 3. Wilayah Administratif Kota Malang
Sumber: RTRW Kota Malang 2010-2030

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km2 yangatg dalam
lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukiafen, Blimbing
dan Lowokwaru. Luas setiap kecamatan beserta gasstya terhadap luas

keseluruhan Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabe 5.
Luas Kecamatan (km2) dan Presentasenya Terhadap Luas Kota Malang

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2014

Di kelima kecamatan tersebut, terdapat 57 kelurali®&9 Rukun
Wilayah (RW) dan 828 Rukun Tetangga (RT) dengannpemn sebagai
berikut:

a. Kecamatan Klojen terdiri dari 11 kelurahan, 89 R8Nl RT

b. Kecamatan Blimbing terdiri dari 11 kelurahan, 1\ RB33 RT

c. Kecamatan Kedungkandang terdiri dari 9 kelurahade$&a, 97

RW, 733 RW
d. Kecamatan Lowokwaru terdiri dari 9 kelurahan, 3adds4 RW,
662 RT

e. Kecamatan Sukun terdiri dari 11 keluruhan, 80 RB4 RT

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonomnuzmipakan
kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Susabljalang dikenal
sebagai kota pendidikan, karena di kota ini tertaperbagai fasilitas

pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pkkan tinggi, yang
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didukung pula oleh kondisi kotanya yang kondusibesgmi sarana belajar.
Selain itu, dari segi geografis Kota Malang diumgtkem oleh keindahan alam
daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatgmgmandian Selecta,
Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalarajaan Singosari.
Mengacu pada hasil rekap Sensus Penduduk pada 28002013,
pada tahun 2013 penduduk Kota Malang berjumlah88@0jiwa yang terdiri
dari penduduk laki-laki sebanyak 415.101 jiwa dandguduk perempuan
sebanyak 425.702 jiwa. Perkembangan jumlah penduthdngalami

peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Tabd 6.
Jumlah Penduduk Kota Malang Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2007-2013

Tahun Laki-Laki (Jiwa) Perempuan (Jiwa) Jumlah (Jiwa)

2007 407.959 404.485 812.444
2008 404.664 411.973 816.637
2009 406.755 414.102 820.857
2010 404.553 415.690 820.243
2011 407.144 417.714 824.858
2012 411.101 423.426 834.527
2013 415.101 425.702 840. 803

Sumber : Hasil Sensus Penduduk, Kota Malang Dalam Angka, BPS 2014
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Salah satu indikator lain yang dapat menggambakkamajuan suatu
wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Terkait dertgdnni, tercatat bahwa
pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 201Qkdioly dari sektor
perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan alaurkkasi, keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan, bangunan, jasandsatri pengolahan,

serta listrik, gas dan air bersih.

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Malang (BAPPEDA Kota Malang)
a. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kota Malang
Berdasarkan peraturan WaliKota Malang Nomor 63 hat2008
tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tatat KBgdan Perencanaan
Pembangunan Daerah, tercantum tugas pokok BAPPED&gsi berikut:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakam unsu
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpinKeigla
Badan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan ifiyags
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wealrkelalui
Sekretaris Daerah.

3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanajas t
pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daeraidahg

perencanaan pembangunan daerah.



51

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan PerencanaabaRgunan

Daerah mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaanbgoegunan
daerah

2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis r@edan
Rencana Kerja (Renja) di bidang perencanaan perabang
daerah

3) Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUBBP

4) Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pem&angu

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintdrah
(RKPD)

5) Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang W{Ry&t\\)
dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)

6) Penyusunan program dan perumusan kebijakan opeahsio
penelitian dan pengembangan

7) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan

8) Pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan Matiigia (

9) Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerggamelitian
dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya

10) Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-pasitlitian dan

pengembangannya
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11)Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengemlivanyga serta
penyusunan statistik perkembangan penelitian dan
pengembangannya

12)Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan noatige
pembangunan

13)Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daeratantara
daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri

14)Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk menggkaban
statistik

15)Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pemibangu

16)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaabgreunan

17)Pengevaluasian pelaksanaan Rencana Strategis daarRReKerja
Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencama K
Pemerintah Daerah (RKPD)

18)Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunsogrpm,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepagawamah
tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan desigen

19)pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

20)Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan SRRk

21)Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasasydakat

(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapanggan
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secara periodik yang bertujuan untuk memperbaikalitas
layanan.
b. Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Malang
Struktur organisasi BAPPEDA Malang mengacu padaatpean
WaliKota Malang Nomor 63 Tahun 2008 tentang uraiagas pokok dan

fungsi BAPPEDA Kota Malang, bab 3 pasal 4, meliputi

N

Kepala Badan
2. Sekretariat
a) Subbagian Penyusunan Program
b) Subbagian Keuangan
c) Subbagian Umum.
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
a) Subbidang Penelitian
b) Subbidang Publikasi dan Dokumentasi.
4. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
a) Subbidang Ekonomi
b) Subbidang Sosial dan Budaya.
5. Bidang Tata Kota, terdiri dari
a) Subbidang Prasarana dan Sarana
b) Subbidang Tata Ruang
6. Bidang Pendataan dan Evaluasi

a) Subbidang Pendataan dan Pelaporan
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b) Subbidang Monitoring dan Evaluasi

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

ye-qn-A103is0dal
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3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan

Pembangunan Perumahan Kota Malang (DPUPP)

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Kota Malang

Dinas Pekerjaan Umum merupakan pelaksana Otonorarabadi

bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum dipirafgh Kepala Dinas
yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiagada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekmetddaerah. Untuk

melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum ongrapfungsi:

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di @pigakerjaan

2)

3)

4)

5)

6)

7

umum
penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis r@gedsin
Rencana Kerja (Renja) di bidang pekerjaan umum
pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunaelpeag,
pengawasan dan pengendalian sumber daya air
Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan
pengusahaan serta pengawasan jalan kota

Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan
pengawasan drainase

Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan
pengawasan bangunan gedung dan lingkungan

Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan

dan

dan

dan
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8) Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidarekegaan
umum

9) Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang pekegmum

10)Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi

11)Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunesgrpm,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepagawamah
tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan desigen

12)Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

13)Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan SRRk

14)Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasasydfakat
(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaikalitas
layanan

15)Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekenaam

16)Penyampaian data hasil pembangunan dan informasnyka
terkait layanan publik secara berkala melalui wiéd Bemerintah
Daerah

17)Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional

18)Pegevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas gakdkngsi

19)Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walike¢suai

dengan tugas dan fungsinya



b. Struktur Organisasi Dinas PU Kota Malang

Berdasarkan peratuan waliKota Malang Nomor 46 T&008

tentang tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Malagrgantum tupoksi

Dinas PU sebagai berikut:

1.

2.

Kepala Dinas
Sekretariat
a) Subbagian Penyusunan Program
b) Subbagian Keuangan
c) Subbagian Umum
Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
a) Seksi Perumahan dan Pemukiman
b) Seksi Industri, Perdagangan dan Jasa
c) Seksi Penyuluhan dan Pengaduan
Bidang Bidang Binamarga dan Sumberdaya Air
a) Seksi Jalan
b) Seksi Jembatan
c) Seksi Drainase dan Sumber Daya Air
Bidang Cipta Karya
a) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

b) Seksi Pemukiman dan Perumahan
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c) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas

6. Bidang Bidang Pemanfaatan Ruang

a) Seksi Pengukuran

b) Penataan Konstruksi

c) Seksi Seksi Perijinan dan Pemanfaatan Ruang
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

a) UPT UMBBP

b) UPT PMK

c) UPT RUSUNAWA
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4. Gambaran Umum Rumah Susun Sewa Sedehana Buring | Kota
Malang

Di Kota Malang terdapat 3 jenis rumah rumah susamgydibedakan
berdasarkan peruntukannya. Ketiga rumah susunbtérsetara lain, rumah
susun tipe umum yang diperuntukkan bagi masyaraleng mampu yang
belum memiliki hunian layak dan terjangkau, rumasus1 mahasiswa sebagai
fasilitas penunjang di kawasan pendidikan, sertmafu susun khusus
diperuntukkan bagi sipil dan militer. Salah satewpgudan rumah susun tipe
umum di Kota Malang adalah Rumah Susun Buring dgRim Rusunawa
Buring | merupakan bantuan program pemerintahaatpuslalui Kementrian
Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya dengakanisme Hibah
kepada Pemerintah Malang.

Rumah susun Buring | berada pada wilayah perkotisatang
tepatnya di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkagdkota Malang,
dengan luas bangunan 4200. rBpesifikasi bangunan mengikuti pola twin
blok 5 lantai dengan tinggi sepanjang 16,7 m. Ukurawin blok seluas 20m
X 60 m, dimana masing-masing lantai dilengkapi litasi ruang hunian
sebanyak 24 unit/lantai, sehingga total seluruhidruadalah 196 unit hunian.
Setiap unit hunian terdiri atas 1 kamar tidur, angi tamu, 1 kamar mandi,
dapur juga balkon untuk menjemur pakaian. Padantéti4, sesuai data
Dinas PU Kota Malang, jumlah kepala keluarga yarepdmmi Rusunawa

Buring 1 adalah 196 KK.
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Rusunawa Buring | dilengkapi dengan prasara pengniebutuhan
pokok seperti ruang serba guna dan ruang tamuliteésisyang diberikan
pemerintahan Kota Malang dimiliki bersama, digumakbersama dan
pengelolaan serta perawatannya dilakukan secarsarbarsama oleh
penghuni rumah susun. Dalam hal pengelolaam dagapersan utilitas dan
prasarana, dibentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis)T WBrperan sebagai
badan pengurus harian dibawah Dinas PU yang betaggawab atas
pengelolaan dan memberikan pelayanan kepada pengRusunawa.
Pengelolaan Rusunawa diupayakan sedapat mungkin ghaeinkan

pelayanan yang maksimal dan kepuasan kepada pengmah susun.

Gambar 6. Rusunawa Buring | Kota Malang
Sumber: Dokumen Pribadi
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B. Penyajian Data Fokus Penédlitian
1. Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sewa Sederhana Buring |

a. Profil Kebijakan Rumah Susun Sewa Sederhana Bliring

Laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan tgi@umbuhan
maupun urbanisasi telah menyebabkan permasalahanmagiean dan
permukiman yang semakin majemuk. Akibat dari lagaymbuhan penduduk
yang tidak sebanding dengan luasan lahan, beragdmd ketidaknyamanan
pada bangunan. Karena itu, kebutuhan rusun di Kédéang, khususnya
kelurahan Kota Lama sangat diperlukan, selain sebdaggkah menangani
banyaknya warga yang terjebak dipemukiman kumutgkiah ini juga untuk
menata kembali keindahan kota.

Landasan hukum yang mengatur mengenai kebijakanaRususun
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20%&rigrPerumahan dan
Pemukiman serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 26atartig Rumah
Susun. Pentingnya kebutuhan akan perumahan dan kpearu yang
diarahkan pada pembangunan rumah susun telah meagadda dalam
PERMEN PU No.23/PRT/M/2010 tentang Renstra KemamtiPekerjaan
Umum 2010-2014, dimana dinyatakan berkurangnya &awakumuh
perkotaan dilaksanakan dengan pembangunan RusurRermbangunan
tersebut diukur dari indikator outcome jumlah tedpannya Rusunawa
dengan total 25@win block di seluruh indonesia. Dengan demikian, melihat

kebutuhan rumah susun yang sekiranya telah mekgddituhan yang krusial



64

di Kota Malang maka program kebijakan tersebutndaklanjuti dalam
bentuk Peraturan Daerah, yakni Perwali Malang Ndahun 2011 tentang
RTRW Kota Malang, Perwali No. 3 Tahun 2007 tent&wegribusi Rumah
Susun Kota Malang, Perwali No.41 Tahun 2013 tentdraja Cara
Pengelolaan Rusunawa dan Perwali No.12 Tahun 26138rtg Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja UPT Rusunawa Buring laKblalang. Dasar
regulasi tersebut menjadi acuan pelaksanaan kahijakmah susun baik
dalam perencanaan pembangunan hingga aktivitas elodgEnnya.
Disamping hal tersebut, profil pelaksanaan kebnaRasunawa Buring | akan
dilihat dari 2 aspek yang mempengaruhi pelaksankeaijakan. Aspek
tersebut adalah daya manusia dan sumber dayaiih@reuangan).

1) Aspek Sumber Daya Manusi@&dkeholders)

Aspek sumber daya manusia terdiri atas pemerinitahtppemerintah
daerah dan pihak developer pembangunan RusunawagBuryang akan
diuraikan sebagai berikut:

a) Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat bertindak sebagai fasilitator @enggara
rumah Rusunawa dalam bentuk bimbingan, bantuan dama

kemudahan dalam perencanaan maupun pelasanaanngemaa,

serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk

meningkatkan kualitas pemukiman skala nasional. dfietah

Pusat menyediaan dana bantuan, demikian denganespros
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pengerjaan sepenuhnya diserahkan kewenangannydakppaat,
karena pada dasarnya bantuan Rusunawa ini adaisifab&ibah,
maka seluruh pengerjaan merupakan tanggungjawaleriteam
Pusat hingga pembangunan selesai lalu kemudiarrabdisn
sebagai hibah kepada daerah. Sebagaimana disampai&h
Bapak Anis selaku Kasubid Sarana Prasarana KotaarBad
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang yait
“Rusunawa buring itu adalah bantuan dari kementeidin PU
kasih twin block. semuanya dibangunkan oleh kerrseemtPU.
Kesepakatannya adalah, kita yang menyediakan lahan,
kementrian PU yang membangun. Pekerjanya dari kei@en
sendiri, dana juga dari pusat, mereka punya koturaendiri”
(sumber: Wawancara, Selasa 25 November 2014 pukul 13.03
WIB)
Berdasarkan keterangan tersebut, kewenangan PémheRusat
dalam kebijakan Rusunawa Buring | Kota Malang dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Sebagai penyedia dana anggaran pembangunan rumah
susun
b. Pelaku verifikasi program Rusunawa daerah
c. Membuat desain prototype Rusunawa yang hendak
dibangun

d. Melakukan proses lelang pembangunan hingga

menghasilkan developer sah
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e. Menyediakan jalan, saluran, parkir,gardu listrikand
lingkungan Rusunawa.
b) Pemerintah daerah
Pemerintah daerah membagi kewenangan kepada BAPREDA
Dinas PU Kota Malang dalam perencanaan dan meajalan
kebijakan. BAPPEDA berwenang mengajukan proposatuaa
pengadaan Rusunawa ke Pemerintah Pusat berdaskakan
RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RTRW
(Rencana Tata Ruang Wilayah), RK3P (Rencana Perahang
dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukigian K
Malang), serta kajian sebaran pemukiman kumuh Héang.
Segala kelengkapan administrasi yang menyangkutarkaj
perencanaan merupakan tanggungjawab BAPPEDA. $epert
dijelaskan Bapak Anis selaku Kasubid Sarana Prasakota
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kotag\Waléun :
“Ibarat rumah, BAPPEDA berperan sebagai dapur Koisini,
kita merencanakan segala sesuatu yang berhubureyayard
pembangunan perkotaan, untuk selanjutnya dikajitaser
ditindaklanjuti kepada SKPD yang berwenang. Nabh ikiiem
juga dengan kebijakan Rusunawa ini. BAPPEDA berpera
sebagai planator atau bisa dikatakan penggagatutdkannya
rumah susun di Malang, selanjutnya setelah rencirecc
pusat, kami serahkan kepada Dinas PU sebagai psaigek
kebijakan”

(sumber: Wawancara, Selasa 25 November 2014 pukul 13.20
WIB)
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Setiap detail pembangunan Rusunawa oleh develomsjadi

objek pengawasan, yang menyangkut hal berikut ini :

1. Kesesuaian pembangunan dengan prototype
2. Kesesuaian waktu pengerjaan dengan  kontrak
pembangunan
3. Mengawasi proses perawatan (garansi perbaikanllete
Rusunawa selesai dibangun
Hal tersebut dijelaskan Bapak Arif selaku pegawainab
Pekerjaan Umum Kota Malang, mengatakan :
“Kebanyakan peran Dinas PU adalah sebagai pengawmak,
pengelolaan kita serahkan kepada UPT. namun Kkitarbu
dominan disana. PU hanya sebagai perpanjanganntgougat
di TKP. Supaya seluruh proses berjalan sebagaimastinya,
supaya developer bekerja sesuai kontrak perjanjieaka
disana ditugaskan anggota kita. Namanya Tim Teknis”
(sumber: Wawancara, Selasa 20 Januari 2015 pukul 09.39
WIB)
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan selpgtnberikut
ini adalah kesimpulan kewenangan pemerintah koté&anda
kebijakan Rusunawa Buring | Kota Malang:
1. Mengajukan proposal Rusunawa sebagai upaya

penanggulangan pemukiman kumuh dengan dilampiri

kajian perencanaan rumah susun
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2. Menyiapkan lahan matang untuk dibangun Rusunawg yan
memenuhi syarat (administrasi, teknik dan ekologi).

3. Menyediakan jaringan listrik, air, gas, pembuangan
kotor dan aksesibilatas menuju Rusunawa dan waijiatd
dilalui kendaraan berat

4. Terlibat aktif dalam Tim Teknis yakni tim pengawasses
pembangunan Rusunawa

5. Melakukan pengelolaan Rusunawa melalui UPT

c) Pengembang (Swasta)

Berdasarkan keterbatasan dana serta untuk efigpengbangunan
pada kualitas yang lebih baik, maka pengerjaan husasun
diserahkan kepada swasta. Pembangunan Rusunawag buri
diserahkan kepada PT. Amsecon Belian SejahteraPdarDeta
Decon melalui lelang terbuka di kementrian PusatDeta Decon
bertindak sebagai konsultan perencana. Dalam peyuban
Rusunawa konsultal berperan mendesain bentuk darktist
bangunan. Pembangunan fisik bangunan diserahkaad&epT.
Amsecon Berlian Sejahtera. Seluruh proses pembaghimgga
tenaga kerja pembangun diakomodir sesuai kebijakamal tim
developerAktor-aktor tersebut memiliki tugas dan tanggungjaw

yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama Yyai
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menyediakan hunian yang layak dan nyaman bagi masyta
berpenghasilan rendah (MBR).

2) Aspek Sumber Daya Keuangan (Finansial)

Pembangunan Rusunawa bukan merupakan hal kecil dapat
dilakukan daerah dengan mudah. Demikian hal nygate®emerintah Kota
Malang. Akibat keterbatasan dana yang dimiliki Petnklalang ditengah
tuntutan pembangunan pada bidang-bidang lain, m@mdir program
pembangunan Rusunawa di Malang belum menjadi fasoutama. Dengan
kondisi demikian, diperbolehkan bagi daerah untudngusulkan bantuan
pengadaan bangunan ke Pemerintah Pusat. Dengaganaéas bahwa
kebutuhan akan Rusunawa tersebut mendesak untskdizrdi daerah,
dibuktikan dengan kajian dan dokumen penelitiangyaenerangkan kondisi
keterbutuhan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapais Aelaku Kasubid Sarana
Prasarana BAPPEDA Kota Malang yang mengatakan :

“Kalau dari urgensinya, pembangunan rumah susuargehya sudah

lama dilakukan. Sementara dilihat dari segi danamlmangunan

Rusunawa berada di urutan sekian. Namun pada 20ERhat

pentingnya Rusunawa di Malang adalah hal yang tlda& ditunda

lagi sehingga untuk pembangunanya diajukan peménya kepada
kementrian”

(Sumber : Wawancara pada Selasa,25 November 2014, jam 13.19
WIB)

Selanjutnya Bapak Anis menambahkan:
“Kita dikasih kurang lebih 12 milyar ya dari pus#talau dihitung-

hitung dengan aset tanah milik pemkot (400%) totalnya mencapai
25,6 milyar.itu juga sudah termasuk Dana urusasdmea dari APBD
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Malang. Dana urusan bersama itu sifatnya gak hafapi pada

umumnya daerah juga menyediakan sebagian darubkelotal biaya.

Biasanya 10%. Itu buat biaya sosialisasi dan itrinktur. Tapi bisa

juga berbentuk lahan”

(Wawancara pada Selasa,25 November 2014, jam 13.24 WIB)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa daaag
dikeluarkan untuk pengadaan Rusunawa berasal dgaslama Pemerintah

Pusat (APBN) dan dari APBD Pemerintah Kota MalaadgTahun 2012.

b. Perencanaan Pembangunan Rumah Susun

1) Pemilihan lokasi pembangunan Rusunawa

Di Kota Malang, pada dasarnya seluruh kecamatamngd potensial
terhadap kawasan kumuh. Namun salah satu kawasayarekonsentrasi
pemukiman kumuh terpadat berada di Kecamatan Kéamagng. gumber :
Dokumen Eksum Rusun Malang 2013). Berdasarkan pengamatan, letak
Kecamatan Kedungkandang berada di sebelah tenggasat kota.
Pekembangan ekonomi Kota Malang pada umumnya lbedasa sektor
perdagangan mengakibatkan kota bertumbuh kian .p&dasyarakat di
Kedungkandang berprofesi sebagai pedagang dan lepak sehingga arus
pemukiman merambah ke pinggiran kota. Kecenderungamsyarakat
membangun hunian semi permanen di pinggiran suBigaitas dan bantaran
rel kereta api atau dengan kata lain, pembanguitak tsesuai dengan

peruntukkannya.
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Pemilihan kawasan lokasi Rusunawa diarahkan pa#asiloatau
kawasan yang dianggap potensial dapat menanganalahapemukiman
kumuh perkotaan dan diprioritaskan kepada masyarakapenghasilan
rendah yang berada dan tinggal dikawasan terlar&etersediaan lahan
pemukiman yang dimiliki oleh Pemkot Malang seswenighn kriteria tersebut
berada di Kecamatan Kedungkandang. Kualifikasi Halgang memenuhi
kriteria perencanaan site Rusunawa untuk pembangitesunawa twin
block harus meliputi kawasan kurang lebih 3,8 Ha&ea ke pembangunan
Rusunawa terdapat jaringan jalan yang dapat dikaindaraan berat, listrik,
air, drainase yang baik, dan kontur lahan perumuRasunawa datar siap
bangun, bukan merupakan area berbahaya atau rawragsol, status
kepemilikan atas nama Pemkot Malang dan pertimbangtak lokasi
berdekatan dengan titik strategis perkotaan. Halebait dijelaskan Bapak
Anis selaku Kasubid Sarana Prasarana Kota BAPPED®a KMalang
mengatakan :

“Dalam menentukan lokasi, tidak boleh sembaranyamg pertama

harus dilihat dimana saja lahan yang menjadi gesekot. Kemudian

kita sesuaikan pada peruntukkannya menurut RTRWA Kbalang,
kemudian kita kaji dari aspek RDTR, dan dokumemnga. Jika
sudah pas, baru kita berani mengajukan”

(sumber : Wawancara pada Selasa, 25 November 2014 jam 13.28
WIB)

Lahan yang dimiliki pemkot seluas 4000 m2 di kawa3aan Mayjen

Sungkono Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkand&ogdisi awal lahan
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adalah area pertanian yang diberikan kepada masyasetempat untuk

diolah dengan perjanjian sewa. Sebelum diselenggarpembangunan pada
tanggal 24 Maret 2012, setahun sebelumnya Pemktnglanengantisipasi

penggunaan lahan pertanian untuk tidak lagi difikagssetelah masa panen
berakhir. Sehingga pada waktunya, seluruh persyaidahan telah siap. Hal
tersebut kembali dijelaskan Bapak Anis selaku Kmbukarana Prasarana
BAPPEDA Kota Malang mengatakan :

“Memang ketersediaan lahan adanya di kedungkandan@ulunya

itu lahan pertanian, tapi sebelum berakhir masampalari BAPPEDA

menghimbau kepada masyarakat pengguna lahan unemgakhiri

masa sewa karena tanah mau kita pakai. Kita adeladt dengan
masyarakat setempat. Disana dijelaskan tujuan, aatirdan latar
belakang program yang akan kita adakan untuk meangur
pemukiman kumuh. Sehingga setelah mengetahui tujdan

pembangunan Rusunawa, kemudian warga setuju”

(sumber : Wawancara pada Selasa, 25 November 2014 jam 13.30
WIB)

Pertimbangan pemilihan lokasi juga dikaitkan pakisesaibilitas dan
ketersediaan fasilitas di sekitar rumah susun. &endkan pengamatan, akses
menuju rumah susun Buring | cukup mudah. Lokasiéleatan dengan jalan
utama menuju pusat kota. Namun akses langsungjadan utama menuju
lokasi Rusunawa masih melewati jalan sempit yangy&abisa dilalui
kendaraan roda 2. Ditinjau dari fasilitas sosiaKecamatan Kedungkandang

terdapat beberapa fasilitas pendidikan yakni sékBRUD (Pendidikan Anak

Usia Dini), SD, SMP, SMA dan 6 Perguruan Tinggi.nidldan hal nya
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dengan fasilitas umum, terdapat 6 pasar permangkepmas Arjowinangun
dengan jarak tempuh relatif singkat dari lokasiuRzsva.

Untuk moda transportasi, masyarakat pada umumnyaami@atkan
transportasi Angkot yang beroperasi hingga pukud@®IB. Angkot cukup
membantu mobilitas masyarakat, mengingat masyoritaasyarakat
Kedungkandang khususnya penghuni Rusunawa bekerjausht Kota
Malang. Melihat kriteria diatas maka dapat disinkanl, dengan mendirikan
Rusunawa di kawasan ini sesuai dengan tujuan p&ayedumah untuk
masyarakat setempat yang mayoritas sebagai pekegavasan perdagangan
yaitu memberikan kemudahan pencapaian, ketersedidran dan

ketersediaan dan utilitas pelayanan umum.

2) Pembangunan fisik Rusunawa

Membangun sebuah pemukiman layak huni memerlukeenpanaan
yang matang, agar nantinya hasil yang diperolebaseengan harapan. Ada
beberapa tahap administratif yang harus dilalui elkgb pelaksanaan
pembangunan fisik dilaksanakan. Tahap tersebut ldimdari usulan
pemerintah daerah ke Pemerintah Pusat, lalu vasifiknformasi program,
penyusunan desain Rusunawa, pelaksanaan fisik,ukbepengelolaan,
manajemen asset dan pembinaan lanjut. Berikut imdiam tahap
pembangunan fisik Rusunawa Buring | diurutkan bs&sidean kronologi

proses :
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. Pengajuan Usulan bantuan pengadaan Rusunawa dengan
mengirimkan  proposal usulan dilampiri dokumen profi
pemukiman kumuh pada Tahun 2011. Proposal juga nuemuat
kajian RPJM Kota Malang (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah), RTRW Kota Malang (Rencana Tata Ruangyaf),
RK3P Kota Malang (Rencana Pembangunan dan Penggarban
Perumahan dan Kawasan Permukiman)

. Survey Pemerintah Pusat pada tahun 2011.Tim pusatberikan
verifikasi usulan program dengan terlebih dahulunimeau
kesiapan daerah dan ketersediaan lahan yang disyara
Penyusunan Desain Rusunawa. Sepenuhnya menjadn&egan
pusat.

. Pelaksanaan Pembangunan Fisik. Pembangunan dipadai 20
maret 2012 hingga akhir 2013. Pelaksanaan pembangun
mengandalkan developer PT. Amsecon Berlian Semltan PT.
Deta Decon sebagai konsultan pembangunan.

. Perawatan Aset oleh Developer. Sesuai perjanjiatelase
bangunan selesai dibangun, perawatan bangunan imasitia di
tangan developer hingga 6 bulan kedepan.

Peresmian Rusunawa Buring | pada April 2014 merkarda
pengelolaan Rusunawa sepenuhnya diserahkan kepataiptah

daerah.
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Pembangunan rumah susun di desain berdasarkanakitesunawa

pada umumnya. Tipikal Rusunawa Buring | meliputi :

1.

2.

5.

Ukuran 1 twin block : 20 m x 60 m dengan tinggi716)

Terdiri atas 98 unit hunian pblock, jadi terdapat 196 unit hunian
untuktwin block yang terdiri dari :

a. 96 unit hunian umum

b. 2 unit huniardifable di lantai dasar

Lantai 1 terdiri dari 2 unit huniagifabel, ruang serba guna; ruang
ibadah; kantor pengelola; ruang parkir kendaraata rdua dan
ruang panel

Lantai 2,3,4,5 terdapat 24 kamar type 24 yang tieddiri ruang
tamu, kamar tidur, KM/WC, ruang dapur, ruang jemura

Kebutuhan listrik : 125 KVA

Pemerintah daerah berperan dan mempunyai wewenabgga

penentu kebijakan di masing-masing daerah kotafi@en dan melakukan

langkah operasionalnya dalam menetapkan suatu uingga pemukiman

sebagai pemukiman kumuh yang tidak layak huni densdma masyarakat

menetapkan langkah-langkah pelaksanaan programmpg@n lingkungan

kumuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Pengelolaan Rusunawa Buring |

1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa
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Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan taegia
pemanfaatan ruang hunian maupun ruang bukan huRemanfaatan fisik
mencakup pemanfaatan ruang dan bangunan, termasukeliparaan,
perawatan serta peningkatan kualitas prasarareneaan utilitas. Sebagian
besar penghuni yang sudah mendiami Rusunawa meatleariaruang hunian
sesuai fungsinya. Namun masih ditemukan beberapahunian di lantai 2
dan lantai 3 yang memanfaatkan ruang hunian sebamgaiat berdagang.

Alasan yang disampaikan pemilik warung adalah kegi®erdagang
ini merupakan mata pencaharian keluarga merekatdfsbut disampaikan
Bapak Sugi selaku penghuni lantai 2 Rusunawa Bunmgngatakan :

“Saya makan ya dari ini mbakKan kalo saya gak jualan gini, gak bisa

bayar, gak bisa hidup kan. Ini lagian gak buat assdja kan, saya

tempati juga Kalau gak begini, saya makan apa?gpatdn saya gak

cukup buat makan dan menyekolahkan anak-anak. faga di

bengkel, pendapatan gak seberapa. Belum kalau hekesja ke luar

kota. Kalau ada warung disini jelas bisa membaktunemi saya”

(Sumber: Wawancara pada Jumat, 5 Desember 2014 Jam 10.10 WIB)

Walaupun dengan berdagang menambah pendapatarupengdmun
hal tersebut tidak dapat dibenarkan mengacu padatupan penghuni
Rusunawa. Hal tersebut dijelaskan Bapak Sjahrub&aku Kasubag UPT
Rusunawa Buring | mengatakan :

“Kita mengetahui dengan jelas. Memang peruntukaanguhunian

bukan untuk berdagang. Untuk sementara ini, madi lkerikan

kelonggaran dan teguran langsung. Menunggu ruamgisil di lantai

1 selesai diperbaiki, nanti akan dipindah kesandi dlasan apapun

tidak dibenarkan, karena setiap penghuni telah ndatangi kontrak

perjanjian, artinya mereka menyanggupi seluruh p&rjanjian
termasuk tidak berdagang di ruang hunian”



77

(Sumber : Wawancara pada Selasa, 20 Januari 2015 Jam 09.00 WIB)

Gambar 7. Ruang Hunian yang digunakan berdagang
Sumber : Dokumen Pribadi

Gambar 8. Ruang Hunian Diffable Lantai 1
Sumber : Dokumen Pribadi
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Sementara untuk pemanfaatan ruadidable di lantai 1 sudah
dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berdasarkanampetgn, penghuni
kamar difable blok A merupakan pasangan suamiysing mengalami cacat
fisik permanen. Sedangkan penghuni kandéable blok B merupakan
keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan 2 analaj@ciimana kepala keluarga
menderita kebutaan (tuna netra). Permasalahanykimadalah mengenai
pemanfaatan lokasi jemur pakaian. Penghuni kerapjemair pada balkon
rusun di depan ruang hunian. Padahal sudah disediakang jemur di
masing-masing balkon yang menghadap ke sisi lamahy namun karena
keterbatasan ruang, akhirnya penghuni memanfaatiaoe yang tersedia di
balkon. Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan agaen]
keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana alanars/a agar
bangunan Rusunawa tetap layak fungsi, dimana peanain bangunan
Rusunawa dilakukan oleh unit pengelola yang meljasarana, sarana, dan
utilitas Rusunawa. Kegiatan pemeliharaan menyanglameliharaan pada
jalan masuk dan jalan keluar rusunawa, pemeliharaaar-unsur tampak luar
bangunan termasuk balkon, ralling tangga dan dih@@ngunan agar tetap
bersih, pemeliharaan dan pemeriksaan berkala pgstans distribsusi air
bersih dan unit pengelolaan limbah dan pembuanrgapah.

Berdasarkan pengamatan, masih terdapat banyak nbadaxi
Rusunawa yang terlihat kotor dan tidak ditata. Rlaman dasar ditemui

sampah berserakan di tanah sehingga mengganggu arkangn.
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Pemandangan serupa ditemukan pada kamar mandi lantandasar. Kamar
mandi dipenuhi lumpur kering dari sisa pembangupagar rumah susun.
Selain pemeliharaan Rusunawa, juga dilakukan pesawaterhadap
Rusunawa. Perawatan Rusunawa adalah kegiatan nsarkpedan atau
mengganti bangunan Rusunawa dan atau komponenn letmegunan, dan
atau prasarana dan sarana agar bangunan tetaguagak

Unit pengelola melakukan perawatan rutin terhadamgbnan
Rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan kecil padgunan Rusunawa.
Kemudian untuk pelaksanaan perawatan berkala banguRusunawa
dilakukan secara berkala sesuai dengan hasil issplelk berdasarkan usia
komponen, misalnya seperti listrik dan air besimgyaelalu dilaksanakan
pemeriksaan dan perawatan berkala terhadap isntiau jaringan yang
dilakukan oleh PLN maupun PDAM. Untuk perawatan desak dilakukan
apabila ada kerusakan yang mendesak harus segtmagati seperti
perbaikan pipi-pipa saluran pembuangan air kotosuRawa. Perawatan
darurat adalah jenis perawatan yang membutuhkarmaen secepat
mungkin atau tidak dapat ditunda-tunda, misalnyabokeran kabel
sambungan listrik. UPT Rusunawa sendiri telah m&ak kegiatan
perawatan terhadap kerusakan yang dikeluhkan pengbaftar perawatan
dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7.
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Kegiatan Perawatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Rusunawa oleh
UPT Rusunwa Buring per 2014

No Lantai Jenis Perawatan Jumlah Tindakan
Keluhan
1 Blok Retak dinding 48 Segera di benahi
A Sambungan plapon retak dan 1 Segera dibenahi

keramik pecah
Air menggenang 1 Segera dibenahi
Pecah-Pecah 1 Segera dibenahi
Retak pada sambungan bis 5 Segera dibenahi
beton
Retak pada opening kusen pintu 2 Segera dibenabhi
Tutup plapon belum dicat 1 Segera dibenahi
Rembesan air 15 Segera dibenahi
Retak pada plapom 6 Segera dibenahi

2 Blok Retak pada nat sambungan 3 Segera dibenahi

B Cat berjamur 1 Segera dibenahi

Pipa bocor 6 Segera dibenahi
Retak dinding 50 Segera dibenahi
Cat berjamur 1 Segera dibenahi
Retak pada sambungan bis 5 Segera dibenahi
beton

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang

Dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa terdapat bakgausakan pada
unit Rusunawa pada Blok A dan Blok B. Kerusakangypaling banyak
dikeluhkan penghuni yakni kebocoran dan retak pddeding hunian.
Berdasarkan hasil wawancara dengan penghuni, dhpgatakan keluhan
yang disampaikan kepada pengelola belum sepenubliprases dengan

cepat. Hal tersebut juga dapat disimpulkan melstiatus ‘segera diperbaiki’
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dari keterangan pada tabel tersebut. Keterbatém@aga menjadi alasan
lamanya perbaikan yang harus dikerjakan pada htmiaran penghuni.
2) Kepenghunian
Kepenghunian berkaitan dengan sasaran calon penghmah susun,
proses penghunian, perjanjian sewa-menyewa satodnrusun, hak dan
kewajiban penghuni Rusunawa serta larangan bagyhpem Keseluruhan
poin tersebut tertuang dalam Perwal Kota Malang arodi Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengelolaan Rumah Susun Seweh&edeSesuai dengan
perwali tersebut, calon penghuni yang dapat mekgajudiri untuk
menempati satuan Rusunawa Buring | adalah :
a. Warga negara Indonesia diutamakan penduduk Kotarigal
b. MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dimana yang
dimaksud dengan MBR merupakan masyarakat Kota gatang
belum/sudah memiliki penghasilan dibawah UMR (RgB82.250/
bulan). Dengan kata lain penghasilan selama sebb&Eom
sanggup/mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-h
keluarga.
c. Belum memiliki rumah/tempat tinggal yang dibuktikaengan
Surat Keterangan dari Lurah dan diketahui Camatget.
d. Sudah/pernah berkeluarga.

e. Mampu membayar harga sewa yang ditetapkan.
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Sebelum Rusunawa memiliki penghuni resmi ada bpbhdeahap yang

dilakukan Pemerintah Kota Malang, sebagaimana i#emadalam gambar 8.

Gambar 9.Alur Kepenghunian Rusunawa Buring |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang

Dari gambar 9 dapat diterangkan, sebelum melakulagistrasi
pendaftaran calon penghuni rumah susun, PemeriKiata melakukan
sosialisasi program di kelurahan yang menjadi pasr penanganan
pemukiman kumuh yakni di Kecamatan Kedungkandawogiaisasi gencar
dilaksanakan selama proses pembangunan yakni padan t2012. Isi
sosialisasi menyangkut keberadaan rumah susund@udan latar belakang

pengadaannya. Informasi tentang rumah susun diskampsecara terbuka di
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kelurahan untuk kemudian diteruskan kepada warg& MBmasing-masing
kelurahan.

Pada bulan Desember 20d®ilai dibuka pendaftaran calon penghuni,
selain persyaratan diatas, kelengkapan adminisyrasg dibutuhkan agar
memenuhi kualifikasi pendaftaran harus menyertakéotocopy KTP
Suami/lstri; fotokopi surat nikah; fotokopi kartelkarga; surat keterangan
penghasilan dari instansi/perusahaan; tempat lzekasji); surat keterangan
belum memiliki rumah/ tempat tinggal sendiri darelgrahan (asli); surat
pernyataan sanggup membayar sewa dan retribusibenteku di Rusunawa
diketahui Lurah dan Camat; surat pernyataan bersegimenuhi ketentuan
yang berlaku bermaterei cukup; Surat Keteranganat@at Kepolisian
(SKCK); surat permohonan menghuni; pas photo kepelizarga ukuran 4 x
6 cm (terbaru ) sebanyak 2 (dua) lembar; dan Rekdas dari Dinas Sosial
untuk huniandiffable. Berkas diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Malang. Selanjutnya dilakukarcrosscheck kebenaran formulir
pendaftaran. Selama proses survey ditemukan badmtakaksesuaian antara
data yang didaftarkan calon penghuni dengan kebenatilapangan.
Demikian disampaikan Bapak Arif selaku pegawai Bifekerjaan Umum
menyatakan :

“Banyak sekali kita temukan data-data yang tideduaedengan yang

disampaikan. Ada warga yang mendaftar menggunakamarorang

lain, ada warga yang mendaftar ternyata sudah nk@miimah

sendiri. Kami juga menemukan warga yang mendaftarkanah
orang lain. Macam-macam...”
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(Sumber : Wawancara pada Selasa, 20 Januari 2015 Jam 09.11 WIB)
Diakui oleh pihak PU prosesirvey ini merupakan proses yang paling
banyak memakan waktu, sebab harus selektif dalamemtekan para
penghuni yang berhak menempati Rusunawa. SenadgameBapak Arif,
Bapak Sjahrul R. Selaku Kasubag UPT Rusunawa Buimmgngatakan :
“Untuk Rusunawa Buring | ada kurang lebih 300 peamhjelas
butuh waktu lama untuk mensurvey alamat yang cadedn. Kita
datangi satu-persatu. Kalau benar MBR permohondanjdtkan,
kalau ternyata data mereka tidak valid, langsuegrdi. PU berusaha
selektif, supaya hasilnya benar-benar adil”
(Sumber : Wawancara pada Selasa, 20 Januari 2015 Jam 09.19 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapammli#an
Pemerintah Kota Malang berusaha memenuhi targataapenghuni sesuai
kriteria. Namun disisi lain, ternyata masih adanthea calon penghuni yang
tidak perlu melalui serangkaian proses kepenghusedagaimana diutarakan
sebelumnya. Hal tersebut dinyatakan Bapak HarikselKepala UPT
mengatakan bahwa :
“off the record ya mbak, sebenarnya ada beberapa yang merupakan
titipan dari atas. Saya rasa bisa dimengerti ya..§png saya
maksudkan. Terhadap tindak yang demikian, pasti saja oknum
yang memanfaatkan situasi. Kita terima saja, kalaidah dapanote
dari atas, masa iya saya bilang enggak. Istilahmyzak, diatas
pemimpin masih ada pemimpin. disitu kesulitannya..”
(Sumber : Wawancara pada Selasa, 17 November Jam 14.33 WIB)
Berdasarkan hasil wawancara dengan penghuni rusumaayoritas

penghuni tidak menyadari hal tersebut. Penghuranggrapan bahwa seluruh

proses kepenghunian sudah diterapkan dengan siatbinsebagaimana
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mestinya. Demikian disampaikan oleh Bapak Sugiksef@enghuni lantai 2
mengatakan bahwa :
“Sepanjang pengetahuan saya ngak ada yang kelibatéegbihan di
rusunawa sini. Saya lihat layak-layak saja. Yangpkalau punya 2
motor siapa aja bisa toh..”
(Sumber : Wawancara pada tanggal 5 desember 2014 jam 10.11 WM B)
Calon penghuni yang telah ditetapkan menjadi pemgRusunawa
diberikan KTPR (Kartu Tanda Pengenal Rumah Susebpgai identitas.
Namun, penghuni Rusunawa Buring hingga akhir 20&#ym mendapatkan
KTPR sama sekali. Hal tersebut diakibatkan olehurnejelasnya status
RT/RW Rusunawa Buring hingga Rusunawa ditempatihingga
memperlambat proses kependudukan. Demi keperludaygman dan
berkirim surat, para penghuni terpaksa menggunakamat yang lama untuk
sementara. Demikian disampaikan Bapak Sugi, sef@aghuni lantai 2
Rusunawa Buring mengatakan :
“‘Mau dapat KTPR gimana mbak, orang RT/RW nya belada.
Sekarang saya terkatung2. Ya bener bisa pake algama lama
semisal ada urusan, tapi ya saya sudah lama galr bagilan
kampung, iuran kematian, iuran sampabh, ya nantségha butuh surat
kemungkinan dikasih tapi saya kan sungkan. Harapakita segera
dikasih status kependudukan gitu aja mbak..”
(Sumber : Wawancara pada Selasa 5 Desember 2014 Jam 10.15 WIB)
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkarust&epenghunian
yang dibuktikan lewat kartu identitas sangat dibkan untuk menunjang

kegiatan sehari-hari. Untuk lebih memudahkan betkokasi dengan

penghuni Rusunawa Buring | diselenggarakan progmaimitas Rusunawa.
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Rutinits berbentuk acara keagamaan rutin (tahl#n dsenam. Hal ini
dimaksudkan sebagai wadah penghuni untuk salifgebalan satu sama lain,
sehingga menumbuhkan hubungan yang akrab dan higtrmon

Acara tahlil diselenggarakan rutin setiap jumatamal Demikian juga
dengan acara senam diselenggarakan setiap Jureatiesoggan mengundang
instruktur senam setempat. Pada tahun 2015, Pdatedaerah Kota Malang
mengupayakan pembentukan RT/RW secepat mungkinerffgah daerah
berkewajiban mengutamakan proses yang transparan efisktif dalam
memberikan pelayanan yang layak demi menjamin keayan dan
peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat berpssigim rendah Kota
Malang.

3) Administrasi keuangan

Pengelolaan Rusunawa Buring | juga menyangkut tegéola
keuangan. Administrasi keuangan diperlukan demi jameim
keberlangsungan pengelolaan Rusunawa yang transparatepat sasaran.
Sumber-sumber administrasi keuangan Rusunawa Butwegasal dari uang
jaminan, tarif sewa satuan Rusunawa, biaya dendaisi@ha-usaha lain yang
sah. Hal tersebut disampaikan Bapak Hari selakuakep)PT Rusunawa
mengatakan :

“Dalam hal keuangan, pengelolaan Rusunawa mendandahggaran

APBD. kami juga mengenakan tarif sewa. Seluruh gamg kita tarik

dari masyarakat nanti kita setor lagi ke kas pegeDari pengelola
diteruskan ke APBD, kemudian turun lagi ke pengelbémudian
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dialokasikan kepada kebutuhan kebutuhan rumah susima-kira

demikian alurnya...”

(Sumber : Wawancara pada Senin, 17 November 2014 Jam 14.30

WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan baketlaruh dana
yang ditarik oleh UPT Rusunawa Buring baik itu dalaentuk tarif sewa
maupun iuran listrik, PDAM dan lainnya disetorkamlebih dahulu kepada
pihak pengelola, dimasukkan dalam pendapatan AP8&anjutnya dari
APBD di turunkan kembali kepada UPT Rusunawa Burmealui program
aggaran tahunan yang disusun UPT Rusunawa BuriBgslaran tarif yang
dibayarkan untuk setiap hunian didasarkan pada ddfata Malang No.41
Tahun 2013 tentang pengelolaan Rusunawa Buirngetik® harga yang
harus dibayar setiap penghuni adalah sebagai beriku

a. Lantai 1/dasar (huniadifable) Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima

ribu rupiah) setiap bulan

b. Lantai 2 sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuhhplitoa ribu

rupiah) setiap bulan

c. Lantai 3 sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puahth rupiah

setiap bulan

d. Lantai 4 sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua pluhdn ribu

rupiah) setiap bulan

e. Lantai 5 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu mygitiap bulan
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f. Tarif sewa ruang bukan hunian Rusunawa sebesa®O&pE,00
(lima ratus ribu rupiah)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tarifigyalikenakan
berbeda-beda tergantung pada lokasi hunian. Haldiihat dari tingkat
kemudahan penghuni mencapai ruang hunian. Kecuadlikuruang hunian
difable, karena merupakan penghuni prioritas dengan plestgan
kelemahan fisik maka diberikan akses termudah mggrlsaharga termurah. Ini
merupakan bentuk perhatian pihak Rusunawa bagi MBRg memiliki
kekurangan secara fisik. Tarif sewa yang dikendbkainm belum termasuk
pembayaran air bersih, pembayaran listrik, retiilpgdayanan sampah, dan
retribusi pengolahan limbah cair. Menyangkut thsirik dan air, dibebankan
sepenuhnya kepada penghuni. Untuk mengukur kapgseiaakaian listrik,
dipasang meteran di setiap hunian sehingga selpeuntbayaran bisa lebih
transparan dan fleksibel. Pembayaran tarif listikayarkan kepada petugas
admin pengelola Rusunawa untuk selanjutnya dibayadecara kolektif ke
instansi berwenang (PDAM dan PLN).

Tingkat kemampuan penghuni dalam membayar uang $®mian
sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya (terdagatlampiran 5). Masih
banyak penghuni yang menunggak pembayaran uang dewgan berbagai
macam alasan. Hal tersebut disampaikan Bapak Hdakis Kepala UPT

Rusunawa Buring | mengatakan :
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“Ada yang menunggak. Pasti banyak mbak. Sebagidahnzala yang
nunggak sampai 3 bulan. Ya masih kita berikan komprlah.
Bagaimana pun kita gak bisa moro-moro memberikataltan kepada
penghuni yang menunggak. Kita kan disini ingin mantb mereka,
jadi harus bisa memahami kondisi penghuni. Lagiapkebijakan
Rusunawa ini masih baru. Kalau saya bilang, kitaimdalam proses
adaptasi. Lumrah saja, jika terjadi kekuranganrdissini.”

(Sumber : Wawancara pada Senin, 17 november 2014 Jam 14.14

WIB)

Terhadap penghuni yang belum menjalankan kewagedagaimana
mestinya, pihak UPT memberikan peringatan tertlilidinding rumah susun
yang berisikan nama-nama penghuni yang belum memnis@yva Rusunawa
beserta jumlah tagihan. Namun untuk tahun 2015, WKan mulai
memperketat peraturan dan mengurangi kompromi deghgpenunggakan
pembayaran. Setiap penghuni yang belum membayaan akberikan
peringatan lisan, dilanjutkan peringatan Itertutian yang terakhir akan
mempersilahkan penghuni yang mengalami permasalaatayaran untuk
meninggalkan Rusunawa jika terpaksa. Penghuni selb#gek kebijakan
tidak merasa keberatan dengan ketentuan terselvahekgpada dasarnya
mereka menyadari bahwa kewajiban sebagai penyda@ harus dijalankan.
Di sisi lain pendapatan yang belum mencukupi jusylang menjadi
penghambat penghuni untuk membayar tepat waktutdisebut dinyatakan
oleh Bapak Sugi, selaku penghuni lantai 2 mengathkhwa :

“ Nama-nama yang belum bayar paling ditempel dduhg lantai 1.

Bukan tidak mau bayar, hanya kadang pendapatarssaggai tukang

bengkel kan gak seberapa mbak, ya kadang menckkdpng tidak
mencukupi. Tapi kalau ada langsung tak bayar iggitBpun dengan



90

tetangga-tetangga ini. Kita bukan PNS toh, yangngaj dijamin

pemerintah, kita cari sendiri mbak, ya karena kalau kadang harus

menunggak harap dimaklumi..”

(Sumber: Wawancara pada Jumat, 5 Desember 2014 jam 12.20 WIB)

Masa sewa satuan Rusunawa paling lama 3 (tigantaln dapat
diperpanjang 1 (satu ) kali periode sepanjang pemgmasih memenuhi
kriteria. Alasannya, dalam jangka waktu tersebudtadipkan MBR sudah
dapat meningkatkan kualitas perekonomian keluarghingga mampu
membeli rumah yang layak. Selain itu, dengan kkbnatersebut juga
diharapkan memberikan kesempatan yang sama bagi N#R untuk
menikmati fasilitas rumah susun di Kota Malang. NManberdasarkan hasil
wawancara walaupun tidak menolak kesepakatan tdrsefmayoritas
penghuni berharap agar bisa diberikan tambahanudiktas 3 tahun atau
bahkan menjadi hak milik apabila memungkinkan. téasebut disampaikan

Ibu Riana selaku penghuni lantai 3 Rusunawa Burierggatakan :

“Saya sekeluarga terima. Ya isinya kan sudah begiabak.
perjanjiannya 3 tahun.. bisa sih kalau harus dgrggmg maksimal 3
tahun lagi. Kalau harapan kami ya kalau boleh thdgbih lama ya
lebih enak, enggak perlu repot-repot cari kontrakagm. Soalnya
sekarang harga kontrakan berapa mbak. Dibandingjkggal di sana
ya enak tinggal disini ta..”

(Sumber : Wawancara pada Jumat 5 Desember 2014 Jam 13.18)

Pendapat senada disampaikan Ibu Farida selaku penBusunawa
Buring lantai 2 mengatakan :
“kalau dari segi biaya tinggal ya enak mbak, lunmalgsgsa menghemat

pengeluaran. Tapi kalau berencana menetap sih lengga Saya
sekeluarga berencana tinggal di perumahan biasa lsaldah selesai
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disini, bagaimanapun juga yang namanya tinggaludum untuk 7

orang sekeluarga seperti kita ya kekecilan ruangan®aya sama
Bapak sambil menunggu uang terkumpul dulu samnidiskan 3

tahun ini”

(Sumber : Wawancara pada Jumat 5 Desember 2014 Jam 12.00)

Seluruh tarif yang dikumpulkan dari penghuni RusueaBuring
dialokasikan untuk pengingkatan sarana, prasararta perawatan utilitas
Rusunawa melalui APBD Kota Malang (terdapat padaplean 6).Dari
uraian alokasi pengadaan sarana prasarana RusuBaivay 2014, dapat
disimpulkan selama tahun 2014 UPT Rusunawa buringaht
mendayagunakan anggaran yang paling besar padak gspmgadaan
perlengkapan Rusunawa dan alat-alat penunjang keamnmRusunawa. Segala
bentuk administrasi keuangan Rusunawa ditujukanukuntnemberikan
pengelolaan yang terbaik bagi perawatan bangunam kEnyamanan
penghuni rusunwa Buring I.

4) Kelembagaan Pengelola Rusunawa

Unit pelaksana teknis atau UPT Rusunawa adalah dgenbyang
dibentuk Pemerintah Daerah Kota Malang untuk memapelaksanaan
pengelolaan Rusunawa malang baik fisik bangunangpeni dan segala
aspek yang berkaitan dengan operasional sertatéegy@ng ada di dalam
Rusunawa agar lebih optimal. UPT Rusunawa dibebarkasarkan Perwal
Kota Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembent@aganisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rusunawa Buripgda Dinas Pekerjaan
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Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan. DalamalP&swgebut
dijelasakan bahwa UPT Rusunawa Buring dipimpin &depala UPT yang
didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyaebedukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Strukiganisasi UPT
Rusunawa tidak dibekali banyak bagian di dalamngéamkan terdiri dari 3
sub-bagian fungsi yang meliputi :

1. Kepala UPT : Kepala UPT melaksanakan tugas pokdiiya
memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengeardal
internal teradap seluruh unit kerja yang beradbasvahnya, serta
melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepaieas sesuai
dengan tugas pokoknya.

2. Sub Bagian Tata Usaha : Kedudukan Sub Bagian Ta&hd)
berada di bawah kepala UPT. Sub Bagian Tata Usaha
melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi
penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausakeaangan,
kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapamsted@an,
dan kearsipan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional : Kelompok jabatan giormal
adalah jabatan tertentu yang tidak secara khusetmpkan dengan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negarag ya
diperlukan untuk melaksanakan sebagian tugas paagal di

Rusunawa Buring.
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UPT Rusunawa buring dapat dikatakan sebagai umig y&engaja
dibentuk oleh Pemkot Malang, untuk mewakili kepdolgan atas nama
Pemkot sehingga kegiatan pengeloaan dapat bedalagan baik dan efektif.
Hal tersebut disampaikan Bapak Hari selaku KepaRT URusunawa
menyatakan :

“Dari struktur kepengurusan UPT berada dibawah ®dsmun dalam
kepengelolaan ini kebanyakan kita lakukan secatapenden. Tugas
dan tanggungjawab kita menentukan kegiatan peraggiotermasuk
operasional. UPT mengurusi hal-hal yang berkaitamgdn Rusuawa
dan penghuni. Mulai mereka mendaftar, hingga proseseka
ditetapkan sebagai penghuni sah, hingga merekaakelanti dan
segala kebutuhan Rusunawa pokoknya ditangani ofeh.U

(Sumber: Wawancara pada Senin, 17 November 2014 Jam 14.17 \M B)

Untuk melaksanakan tugas pokok UPT Rusunawa Bumi@gpunyai
beberapa tugas utama antara lain :

1. penyusunan program kerja UPT Rusunawa Buring |

2. Memproses permohonan penyewaan satuan rumah sestan s

sarana dan prasarana lingkungan

3. Pelaksanaan pendataan dan administrasi penghuni

4. Pelaksanaan penerimaan, pembukuan dan penyetongnseaa

penggunaan satuan rumah susun

5. Pelaksanaan kegiatan rutin perawatan dan perb&si&rgedung

serta sarana dan prasarana lingkungan dalam raeghkeliharaan

6. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas umum
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7. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan penghuam dal
rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban, kenyamana
kerukunan dan kesehatan lingkungan

8. Pelaksanaan pengawasan penggunaan satuan rumah ssuka
sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka mkamast
kesesuaian dengan fungsi atau peruntukkannya

9. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan aparatur giextlaerah,
instansi pemerintah atau unsur masyarakat yangubengan
dengan pelaksanaan tugas pokok

10.Pelaksanaan pemasaran dan promosi dalam rangkapderga
tingkat hunian Rusunawa Buring sesuai kapasitag iemsedia

11.Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunagrg@m,
tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapgamnlasan, dan
rumah tangga UPT Rusunawa Buring

12.Pengelolaan pengaduan masyarakat baik yang diskampaieh
penghuni maupun yang disampaikan oleh masyarakdtarsse

Rusunawa Buring

Di Rusunawa Buring |, perwakilan UPT berkantor dnthi dasar
rumah susun. Dengan demikian, diharapkan keselnrph@ses pengelolaan
lebih dekat dengan Rusunawa dan dapat dengan nméakrima segala

bentuk keluhan dari penghuni. UPT yang berkantorRdisunawa juga
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merupakan koordinator tenaga fungsional dan tekp#sig bertugas di
Rusunawa. Dengan demikian akan mempermudah kedka@ardinasi dan

pemantauan.

Gambar 10. Struktur Organisasi Unit Pengelola Teknis
Rusunawa Buring | Kota Malang
Sumber : Dokumen UPT Rusunawa Buring

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yaaiy débkukan,

aktor pelaksana dalam pengelolaan rumah susun gk pengelola lokasi
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Rusunawa memiliki jumlah yang memadai terutama aierkpetugas
kebersihan di masing-masing blok. Namun dalam pelakanya petugas
kebersihan belum mampu mengatasi kebersihan limgkuyang sangat luas
terbukti masih banyak sampah berserakan di halamanah susun.
Permasalahan ini menyangkut keterbatasan skill kdamauan kerja para
personil pengelola. Hal tersebut dinyatakan Bagakr8l R. selaku Kasubag
UPT Rusunawa Buring yang menyatakan:
“Dari segi Jumlah, APBD memang menganggarkan demikiKalau
mau jujur ya sudah cukuplah. Hanya saja kat@atiround personil
yang tidak sesuai tuntutan kerja, akhirnya kerjagg& maksimal.
Petugas kebersihan contohnya, mereka bekerja B&aasi saja..”
(Sumber: Wawancara pada Kamis, 12 Februari Jam 11.30 WIB)
Demikian halnya untuk tenaga keamanan. Berdasdrésih observasi
dapat dikemukakan bahwa tenaga keamanan belum mkidmasdan yang baik
khususnya terhadap tamu yang hendak berkunjungainSehelakukan
pengelolaan, UPT juga bertanggungjawab untuk meoagpaspirasi
penghuni, meneruskan keluhan serta menyelesaikagke® yang terjadi
diantara sesama penghuni. Salah satu permasalaran sering menjadi
keluahan penghuni adalah masalah kebocoran ddnpatia dinding hunian.
Keluhan disampaikan kepada pegawai UPT yang beliddasunawa. Segala
kerusakan yang dapat diperbaiki dengan segerasuaggditindaklanjuti oleh

pihak UPT. Namun terhadap keluhan penghuni yangbmarhkan tindakan

khusus atau perbaikan lebih lanjut memerlukan whkterapa lama.
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Demikian halnya dengan perseteruan yang terjadarapenghuni
Rusunawa. Dalam hal ini UPT Rusunawa bertindak gab@ediator tanpa
bermasud masuk ke dalam ranah pribadi individu.bfpaerdapat konflik,
UPT memanggil kedua belah pihak yang berseterundelakukan mediasi
untuk mempertemukan kedua kepentingan. Demikiaantpsikan Bapak
Sjahrul R. Selaku Kasubag UPT Rusunawa Buring Igatakan :

“Banyak kendala yang dihadapi ketika menghadapi gpeni.

Masalahnya macem-macem. Ada penghuni yang bers&smena

lapak jemuran, ada yang berdesas-desus memasuidkaq kedalam

ruangan. Jadinya penghuni lain terganggu, ada n@daghuni yang
salah paham satu sama lain karna suaminya medtidkgga dan lain
sebagainya. Kita panggil mereka.. kita tanyakan npalbagaimana.

Lalu kita tawarkan alternatif solusi yang sekiranyapat diterima

semua pihak. Tidak mudah, mereka kadang menolak daps kita.

Namun kita mencoba menjalankan tugas..”

(Sumber : Wawancara pada Selasa, 20 Januari 2015 Jam 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan baheaaga
pengelola di Rusunawa sudah memadai namun belpat t&kerja secara

maksimal memberikan pelayanan dan pengelolaan ikeligi penghuni

Rusunawa.

2. Evaluas Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sewa Sederhana
Buring |
a. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun S»darhana

Buring |
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Efefktivitas dari kebijakan dapat diukur dari kédgitan dengan tujuan
suatu kebijakan publik itu tercapai. Kesejahteraaasyarakat merupakan
tujuan utama dari kebijakan itu dirumuskan oleh eentah dan itu
merupakan indikator dari ketepatan suatu kebijgablik. Dalam Perwal
Malang No.41 Tahun 2013 dikatakan bahwa tujuanj&k®dh Rumah Susun
Sewa Sederhana di Kota Malang adalah memenuhi Wednutsosial dan
ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masatadengan tetap
mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumadrarpermukiman
yang layak, terutama bagi MBR. Selain itu dengabijikan Rusunawa
diharapkan dapat menjamin terpenuhinya kebututnarain susun yang layak
dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungang sehat, aman,
harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistemketda perumahan dan
permukiman yang terpadu.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Kotdakta melalui
SKPD terkait, melaksanakan serangkaian pelaksarngbijakan guna
mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat terutaBia $dbagai disebutkan
sebelumnya. Pelaksanaan tersebut meliputi pembangwmah susun, dan
melakukakan pengelolaan terhadap seluruh aspekladidga. Melalui
pertanyaan terbuka yang disampaikan kepada bebpemghuni Rusunawa
dan pegawai UPT Rusunawa Buring, peneliti menemukeberapa
pandangan penghuni yang menggambarkan ketercapgizan kebijakan.

Adapun sebagian besar jawaban penghuni adalahaddsaikut :
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Wawancara dengan lbu Puput pada Jumat tanggal énibes 2014
penghuni lantai 1 Rusunawa Buring mengatakan :

“Saya disini sudah 3 bulanan, semua gak sama masiek. yang
sudah setahun. Saya pindah kesini karna gak punyaalr
Sebelumnya tinggal di kampung muharto. Dulu sayeway disana.
Yang 2 kamar harganya 3 juta. Lek disini murahadagyar 175.000
diatas..”

Wawancara dengan Bapak Sukoco dan Ibu Riana pewatJanggal
5 Desember 2014 penghuni lantai 1 (Huniifeble) Rusunawa Buring

mengatakan :

“Sudah tinggal selama 7 bulan, setelah peresmiameshian ini dulu
sekitar bulan April. Dulu kita tinggal di muhartoghng 5. Di Rumah
susun itu. Bedanya disana kalau mau tambah wakta $@arus 2
tahun mbak, orangnya gak mau kalau setahun. DiEga bayar
bulanan, jadi jauh lebih ringan. Saya bayar 75.p60 bulan karna
ruangan khusus yang cacat fisik.Justru lebih eagk kalau disini
dapur dan nyuci dijadikan 1 ruangan, kalau disatzad luar dipakai
sama-sama.”

Wawancara dengan lbu farida pada Jumat tanggals&rblger 2014
penghuni lantai 2 Rusunawa Buring mengatakan :

“Saya ngak ada tempat tinggalnya.. dulu tinggajadig 7 Muharto di
rumah mertua tapi enggak enak mbak. Saya menditigggal di

Rusunawa. Enak mbak, deket. Alhamdulilah ada banpgmnerintah,
saya gak terlalu berat jadinya waktu mau pindatu.dDisini, saya
sama suami bisa sambil ngumpulin duit, sambil cari+umah lagi”

Wawancara dengan Ibu Erni pada Jumat tanggal 5niese2014
penghuni lantai 3 Rusunawa Buring mengatakan :

“kami bersyukur mbak. Sudah lama saya ngontrak uh&fto. Waktu
tau ada pendaftaran rumah susun suami saya langmaftay. Biar
fasilitasnya jelek, biar kecil yang penting pindabs. Begitu pikiran
saya awalnya. Tapi setelah pindah, ternyata rumahbnsnya bagus,
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bangunannya baru. Beda sama tempat tinggal sayg lgam. Kan
lebih enak sih..”

Wawancara dengan lbu Riana pada Jumat tanggal énibes 2014
penghuni lantai 4 Rusunawa Buring mengatakan :

“Saya masih sebulan tinggal disni, sebelumnya #@hgl Brantas.
Belakang pom bensin. Saya pindah sini, karna dikiasi temen suami
saya mbak. Katanya ada rumah susun buat yang ngatapumah
gitu. Suami saya juga sering kan lewat sini lek rbatangkat kerja,
dulu sekalian di daftarin sama suami saya. Biah jka sekolahan
anak-anak tapi ya gak apa-apa bisa dianter koka Sdy mikirnya
sudah cukup beruntung diberi kesempatan menikno@tiah susun
bagus daripada tinggal di rumah susun muharto sama saja
memberatkan”

Wawancara dengan Ibu Trisnawati, Ibu Rosmita, liskebpada Jumat

tanggal 5 Desember 2014 penghuni lantai 1 RusulBawiag mengatakan :

“rata-rata di lantai 4 ini pengantin baru mbak.a&K#enang-senang aja
tinggal disini, gak berisik. Kami semua ibu rumangga, gak punya
kerja. Kebanyakan orang-orang disini kerjanya padggatau buruh
lepas. Pas kalau dikasih rumah susun. Wong belahusekarang
berapa mbak, apalagi di Malang. Lek disini, yo qukayar 100.000
tok per bulan. Kalau tinggal disini kan enak, sgg#t perlu numpang
sama mertua atau gelandangan di jalan. Kalau lisgemerintah
kasih kita ijin tinggal si rusun lebih lama, ataarbdibikin hak pakai
gitu loh mbak biar kita gak perlu repot lagi”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT RusunamzgBlKota
Malang Bapak Hari mengatakan :

“Pemkot Malang berupaya menghadirkan hunian yarygklabagi

masyarakat. Walau selama proses pelaksanaan terskgtikit miss

disana-sini namun tetap kita upayakan yang tersauknah adalah hal
penting buat warga, dan pemukiman kumuh pentingikusiegera
diatasi. Relokasi pernah dilaksanakan beberapanainun tetap saja
mereka kembali. Dari sana, kita belajar bahwa ydibgtuhkan adalah
rumah susun. Yang paling penting penanganan di ikgdgchndang ini
dulu.. nanti kita lanjutkan ke Rusunawa Buring #dkdt GOR Ken
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Arok dan Rusunawa di Tlogomas. Semoga dengan keimadi
Rusunawa jumlah pemukiman kumuh di Malang bisaurerig”

Dari jawaban-jawaban informan tersebut dapat dikexkan bahwa
sebagian besar penghuni rusunawa merupakan pindahiakawasan kumuh
daerah Muharto dan pinggiran sungai Brantas. Hakbait turut dinyatakan
Bapak Sjahrul R. selaku Kasubag UPT Rusunawa Byang menyatakan:

“80% penghuni Rusunawa ini berasal dari kawasary yanyatakan

sebagai wilayah kumuh yakni daerah Mergosono dahavia. Pada

pesyaratannya memang terbuka kepada MBR Kota Matemgun

disamping itu, priorotas yang pertama adalah meyekay tinggal di

kawasan kumuh di sekitar Kedungkandang. Kan natdi tenjauan

lapangan ya, nah disana akan kita lihat. Sekiragigakediaman yang
benar-benar darurat di tepi sungai brantas makaakgh tersebut
masuk dalam daftar prioritas penghuni, kemudiaa fikasih tersedia
kuota maka MBR dari kecamatan lain berhak masulalked daftar

calon penghuni”

(Sumber: Wawancara pada Kamis, 10 April Jam 11.00 W B)

b. Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sewlarlssna
Buring | Kota Malang

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan ydimgai dari
besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil daiategyang dijalankan.
Salah satu indikator yang dipakai peneliti untukngukur nilai efisiensi dari
pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buring | Kota Maladglah seberapa
banyak upaya (Sumber daya manusia, keuangan mauwjakiu) yang
dikeluaran serta bagaimana upaya tersebut berdangdadap tujuan

kebijakan, yakni dalam hal ini adalah menghasilkangelolaan Rusunawa

yang baik.
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Ditinjau dari segi sumber daya manusianya, berikutmerupakan

rincian SDM yang berwenang dalam kepengelolaan raysa Buring | Kota

Malang :
Tabd 8.
Tenaga Pengelola Rusunawa Buring |
Jenis Pengelola Jumlah

Tenaga Kebersihan 10 Orang
Tenaga Keamanan 10 Orang
Tenaga Admin Pengelola (UPT) 6 Orang
Tenaga Mekanik 3 Orang
Tenaga Elektrikal 3 Orang

Total 32 Orang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat tenaga yang [sekér UPT
Rusunawa berjumlah 32 Orang. Jam kerja tenaga [madeerbeda-beda
tergantung jenis kegiatan pengelolaan yang dilakuk&erdasarkan
pengamatan, kebersihan dan keamanan Rusunawa kipat dikatakan
maksimal karena faktor skill yang belum memadai Harang pengawasan
dari UPT Rusunawa. Terbukti dengan banyaknya sanmgmih kotoran
berserakan di sekitar halaman Rusunawa. Dari aspker daya keuangan,
pembangunan Rusunawa menghabisakan dana 12 malydfementrian PU

ditambah lahan pemkot seluas 1.500 meter sehinggadjtotal mencapai
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angka 25, 6 milyar termasuk dana penamping dari APBementara untuk
pengelolaan, berikut ini adalah anggaran pengeiolRasunawa Buring

selama Tahun 2014.

Tabel 9.
Anggar an Pengelolaan Rusunawa Buring Tahun 2014

No JenisAnggaran Jumlah

1  Honorarium Pengelola Rusunawa (1 x  Rp. 345.000.000
tahun anggaran

2 Uang Lembur pegawai Rp. 1.536.000

Belanja alat-alat tulis kantor Rp. 45.175.327

5 Belanja Bahan/Material (kunci inggris, Rp. 6.560.038
palu, tank, gergaji gorok, dll..)

6  Belanja Jasa Kantor (Rek. Air dan listrik) Rp. 330.000.000

Total Anggaran Rp. 670,971,365.00
Sumber : Dokumen UPT Rusunawa Buring

w

Berdasarkan rincian pada tabel 9 dapat dikemukalamgelolaan
keuangan rumah susun lebih banyak di anggarkan pastaenuhan
perlengkapan Rusunawa dan belanja jasa kantorhaDildari segi waktu
pelaksanaan kebijakan, berikut ini kegiatan pembaag hingga pengelolaan
Rusunawa diurutkan berdasarkan waktu pelaksanaan :

1. Pembangunan Rusunawa Buring : 24 Maret 2012

2. Rusunawa selesai dibangun : Desember 2013
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3. Rentang pengelolaan oleh developer : Desember2013

4. Pembentukan UPT : Maret 2013

5. Mulai beroperasi UPT : Desember 2013

6. Pendaftaran penghuni : Desember 2013

7. Peresmiaan Rumah Susun : April 2014

8. Pengelolaan rumah susun : September 2014-saat ini

Dari urutan kegiatan diatas dapat dikemukakan URISuRawa
dibentuk pada Maret 2013, setahun setelah pembangRasunawa mulai
dilakukan. Keberadaan UPT sebagai lembaga penget@eaupakan bagian
yang krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Namuagseimana diterangkan
sebelumnya, keterlambatan Pemerintah Kota Malatgkumembentuk UPT
berdampak pada keterlambatan pengelolaan di bitEingya. Salah satu
contohnya adalah masalah kepenghunian. Akibatnyasep pendaftaran
penghuni dan tahap-tahap selanjutnya belum selliEd{ukan sementara
Rusunawa telah siap dihuni. Ada beberapa dampat geimbulkan, antara
lain kebocoranan retak pada dinding yang dikeluhganghuni akhirnya
harus ditangani sendiri oleh UPT. Sebelumnya, $egaganjian dengan
pihak developer, jika terdapat kerusakan dalamkangaktu 6 bulan setelah
bangunan selesai dibangun hal tersebut adalah wepen menjadi
tanggungjawab developer. Diluar waktu tersebut,mpsalahan menjadi

tanggungjawab UPT.
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Efisiensi adalah penggunaan sumber daya minimua gemcapaian
hasil yang optimum. Dengan upaya yang dilakukanlempntor kebijakan
telah tercipta Rusunawa Buring |. namun dalam petggnya masih
terdapat beberapa kekurangan khususnya di aspeest@ya manusia dan
waktu pelaksanaan kebijakan sehingga mengakibgt&kaksanaan kebijakan
kurang efisien.

c. Kecukupan Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sederha

Sederhana Buring | Kota Malang

Satu hal yang harus ditaati oleh pelaku pelaksankeeijakan
Rusunawa terlepas dari apakah rumah susun yanggiibaditujukan untuk
MBR atau komersil, apakah peruntukan rumah sustukurunian atau untuk
non hunian, pembangunan rumah susun harus mempargyaratan teknis
dan administratif. Evaluasi kecukupan disini akalhak dari kecukupan
fasilitas dan kelengkapan sarana prasarana runsaim ®uring | dan tinjauan
seberapa baik fasilitas tersebut dapat dimanfagikaghuni Rusunawa. Dari
hasil penelitian di lapangan adapun standarisasahususun yang mengacu
pada UU No. 16 Tahun 1885 tentang Pedoman Tekmdb&sgyunan Rumah
Susun dapat dilihat pada tabel 10.

Pada tabel 10 dapat diamati, bahwa dari 10 stafadditas rumah
susun, hampir keseluruhan fasilitas masih dalanadedayak dan dapat
dimanfaatkan dengan baik. Hal ini sangat dimaklumgngingat kondisi

Rusunawa masih baru ditempati. Kondisi jalan masénuju Rusunawa
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Buring | terbilang sempit dan hanya dapat dilall@hokendaraan roda dua.

Kondisi jalan masuk diapit oleh perumahan pendutiuk sungai di sisi yang

lainnya.
Tabel 10.
Standarisas Sarana dan Prasaran Rumah Susun
Ada/Tidak Kondis Keterangan
S No Standarisasi Ada Sarana/Prasar ana
Baik  Sedang Buruk
1 Jalan masuk Ada \
dan keluar Kurang
kendaraan Layak
2 Pencahayaan Ada \ Layak
3 Jaringan Ada \ Layak

distribusi  air

besih, gas dan
listrik

4  Saluran Ada \ Layak
pembuangan
air limbah

5 Jemuran Ada \ Layak

6 gas Tidak Ada

7 Tangga rumah Ada \/ Layak
susun

8  Saluran/tempat Ada \ Kurang
pembuangan Layak
sampah

9 tempat parkir Ada \ Kurang
kendaraan Layak

10 Ruang Ada \ Layak

serbaguna
v
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ntuk sementara ini penghuni belum merasakan kemdategenai jalan masuk,
sebab mayoritas penghuni Rusunawa hanya memilikdd&man roda dua
yang mana dapat dilalui dengan leluasa. Namun urgdbagai kemungkinan,
akan lebih baik jika jalan dapat mengakomodir s#luakses kendaraan
terutama kendaraan roda empat. Jaringan air besesita listrik berikut
jaringan pembuangan air limbah disediakan oleh petaé daerah. Penghuni
dapat mengakses air bersih dengan mudah demikiargade listrik.
Pembayaran lisrik dan air bersih (PDAM) dilakukandiri oleh individu
terpisah dari tarif sewa hunian rumah susun.

Kondisi pencahayaan mencukupi. Setiap ruangan GOaepaa
langsung dengan sumber cahaya, karena setiap ruamgailiki jendela dan
ventilasi yang cukup untuk pertukaran udara. Kangesnuran sudah
mencukupi, namun sebagian penghuni masih merasanbglias sehingga
terdapat penghuni yang menjemur di tempat yang tekamestinya seperti
balkon dan tangga rumah susun. Pihak UPT Rusunialak menyediakan
sambungan gas di hunian rumah susun. ini adalahyapg dapat dipenuhi
penghuni jika menginginkan fasilitas gas untuk Banya. Sementara untuk
fasilitas parkir, berada di lantai dasar. Lapakkpaterbuka dan menjadi
sangat rentan terhadap tindakan pencurian dan @elgag UPT berupaya
memasang pagar rumah susun untuk mengurangi resjkdinya pencurian

terhadap barang properti penghuni Rusunawa.
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Permasalahan mengenai komponen bangunan yang bieamgkum
dalam 10 poin diatas adalah masalah dinding hungetelah setahun
pembangunan didapati retak-retak pada dinding humdal ini kemungkinan
diakibatkan salurah air yang bocor sehingga merak#aelah dinding. Dari
paparan diatas dapat disimpulkan bahwa aktor pefakkebijakan Rusunawa
Buring sebenarnya sudah cukup memperhatikan kemamdan kebutuhan
penghuni rumah susun namun masih diperlukan tindakajut untuk
mengatasi komponen yang rusak.

d. Pemerataan Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Seleeh&na
Buring | Kota Malang

Pemerataan berhubungan dengan rasionalitas legalsdsial dan
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha anta@mmk-kelompok yang
berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berosiepsala perataan adalah
kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayantau ananfaat moneter)
secara adil didistribusikan. Di dalam pelaksanaanjékan Rusunawa Buring
I, pemerataan berkaitan dengan bagaimana upayalpatyasan informasi
Rusunawa kepada masyarakat yang merupakan targatasakebijakan.
Bapak Anis selaku Kasubid Sarana Prasarana BAPPEDfa Malang
menyatakan :

“Sasaran Kebijakan merupakan seluruh masyarakaa Htalang,

namun harus MBR, ditunjukkan dengan KTP, suratrkegan kurang

mampu dari RW setempat. Prosesnya kita lakukanahesgsialisasi.

Dari BAPPEDA, bekerjasama dengan PU melakukan |ssesa
kepada masyarakat. Disana kita jelaskan dulu, apayanya tinggal
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di pinggiran sungai brantas, bagaimana itu hidiyaiselan dijelaskan
juga mengenai rumah susun Buring ini. Memang halilekukan
perlahan ya. Apalagi merubamindset masyarakat yang terbiasa
dengan hidup di pinggiran kali, mandi dan mencuguwhgai, buang
sampah tinggal jalan ke depan rumah, sekarang mawuat lebih
beradab lagi. Pemerintah harus pelan-pelan. Tidik gaksa harus
pindah ke rumah susun, tidak ada renovasi, hanysalsasi
menyeluruh”

(Sumber:Wawancara pada Selasa 25 November 2014 pukul 13.05
WIB)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui balpeayebaran
informasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kadalah melalui
sosialisasi terbuka kepada masyarakat. Melalui absasi diharapkan
masyarakat akan lebih terbuka dan mau meningggatkanan lama di
pinggiran sungai brantas. Lebih lanjut, Bapak SjBRr selaku Kasubag UPT

Rusunawa Buring | menambahkan :

“Boleh kok masyarakat kecamatan lain. Asal KTP aslang. Tapi
sosialisasi yang dilakukan kemaren difokuskan p#&daamatan
Kedungkandang pada 12 kelurahan. Kan lokasi Rusainisana, jadi
seharusnya pemukiman kumuh di sekitar sana yangodipskan
untuk diperbaiki. Jadi, sebelumnya dari PU diberikarat pengantar
ke kelurahan supaya setiap perwakilan menghadaiaasosialisasi.
Nah disana diberi informasi sejelas-jelasnya. Tetas lurah yang
bersangkutan diteruskan lagi ke warganya. Sekaligueakukan
pendataan lagi kepada masyarakatnya yang tergdl@fg. Kita kan
gak tau ya mbak, masyarakat sebanyak itu mana pangr MBR
mana yang pura-pura”

(Sumber : Wawancara pada Selasa, 20 Januari 2015 Jam 09.07 WIB)

Dari hasil pertanyaan terbuka, peneliti menemukenbdgai pendapat
penghuni rumah susun mengenai pemerataan sodialiaag dilakukan

Pemerintah Kota Malang di daerah asal mereka.
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Wawancara dengan Bapak Sugi pada Jumat tanggaséniber 2014
penghuni lantai 2 Rusunawa Buring mengatakan :

“Ada dulu. Cuma saya lupa kapan. Waktu dulu itugkolya warga
kampung dikumpulin terus diberitahu soal Rusunaiferitahukan
juga yang boleh daftar Rusunawa hanya yang kuraargpu dan gak
punya rumah..”

Wawancara dengan Ibu Erni pada Jumat tanggal 5niese2014
penghuni lantai 3 Rusunawa Buring mengatakan :

“Enggak tau mbak. Saya dulu dikasih tau sama tegrsgya. Saya
pun tidak tau ternyata nama saya sudah ada dird=ftan penghuni
dari kelurahan saya”

Wawancara dengan Ibu Siska pada Jumat tanggal énibes 2014
penghuni lantai 5 Rusunawa Buring mengatakan :

“Saya tau dari orang-orang. Rumah saya deket.. uhdvto ini. Gak
perlu sosialisasi-sosialisasian sih sebenarnya mkigk wes ngerti
kok. Wong tiap hari lewat sini. Lama sebelum dakemua orang
muharto itu udah pada ngerti. Saya kan tinggaluiuRaa toh mbak,
tak kirain dulu itu pemerintah mau pindahin yangmdiharto itu ke
rumah susun baru. Yang lama kondisinya sudah pgehpernah di
rawat pemerintah, kita sendiri sebenarnya meradak tlayak tapi
gara-gara ekonomi keluarga ya terpaksa”

Wawancara dengan ibu Puji pada Jumat tanggal 5nilese2014
penghuni lantai 2 Rusunawa Buring mengatakan :

“Saya dari Muharto. RT/RW mendaftarkan saya ke RWabktp dan
tanda bukti saya gak punya rumah. Habis itu saya Y@sana bawa
perlengkapan-perlengkapan administrasi. Di PU elksel lagi.
Katanya ada proses seleksi gitu. Rumah kita didatasatu per satu.
Kalau yang itu saya kurang tau, pokoknya habis gkahn itu saya
nunggu lama mbak. Ada hampir setahun terus di Ski8asPU.
Isisnya bahwa kami menjadi penghuni rumah susun”
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Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan baslvagian besar
penghuni mendapatkan informasi mengenai keberadamah susun dari
Pemkot Malang melalui PU dan BAPPEDA. Sosialisabekan kepada
masyarakat baik melalui perwakilan desa setempaporamelalui informasi
langsung (mulut ke mulut). Selain itu pihak pemkatut serta melakukan
sosialisasi menyeluruh ke seluruh kelurahan di Kglandang melalui

brosur dan pamflet.

e. Responsivitas dari Pelaksanaan Kebijakan Rumah nS&awa
Sederhana Buring | Kota Malang

Responsivitas berhubungan dengan daya tanggap devirstansi
pengelola rumah susun yakni dalam hal ini adalad BRsunawa dalam
menampung aspirasi dan komplain yang disalurkam péaghuni Rusunawa.
Indikator yang akan dilihat disini menyangkut resp@gawai maupun tenaga
pembantu rumah susun terhadap isu-isu permasalséautar pelayanan
rumah susun.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa dirRusuBuring
I, belum terdapat lembaga pengelola yang berkdatap di Rusunawa untuk
menampung aspirasi penghuni. Penghuni dapat meraykamp aspirasi
melalui kedatangan pegawai UPT secara berkalarkahsusun. hal tersebut
dapat dilihat dari jawaban penghuni mengenai tihgkaponsivitas pegawai

UPT dalam memberikan pelayanan.
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Wawancara dengan Bapak Sukoco dan Ibu Riana pawat Janggal
5 Desember 2014 penghuni lantai 2 Rusunawa Buremnpatakan :

“Dindingnya bocor. Saya sudah lapor dua kali samang PU.

Pertama dulu langsung diperbaiki. Yang kedua distimggu, sampe
sekarang masih belum datang lagi orangnya. Cumasaja sih,

bangunannya baik-baik saja. Orang PU juga baikn@®raya bilang
tunggu, karna banyak yang antri mau diperbiki juga.

Wawancara dengan Ibu Erni pada Jumat tanggal 5niese2014

penghuni lantai 3 Rusunawa Buring mengatakan :

“Ya puas, Cuma kemarin ada yang bocor. Kemaremdpitama pak
satpam. Bapaknya payah mbak, saya wes ngomong mbakok e
wes bocor, tapi enak e kalo ngomong lansung nang Rbigsung
ditanggepi. Tapi gak langsung diperbaiki.”

Wawancara dengan Bapak Sugi pada Jumat tanggaséniber 2014
penghuni lantai 2 Rusunawa Buring mengatakan :

“Menurut saya fasilitas yang dikasih wes cukup mba#ak ada
komplain apa2. Kemaren dari atas sampe bawah badah, ditangani
sampe bersih..”

Wawancara dengan lbu Puji pada Jumat tanggal 5niese2014
penghuni lantai 2 Rusunawa Buring mengatakan :

“Orang UPT datang kalo ngontrol air, kalo ada ybogor. Di lantai 5
sering mati lampu. Tp ngak pernah bocor. Kendaldadtai lima
hanya itu mbak. Kalau malem lampunya sering matingkin karna
lantai paling atas jadi lampunya sedikit, beda samwag dibawah.
Tapi jadi serem mbak. Pas PU kesini sudah perrakasih tau tapi
belum ditambain sama mereka”

Wawancara dengan Ibu Riana pada Jumat tanggal énibes 2014

penghuni lantai 4 Rusunawa Buring mengatakan :
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“Pernah datang. Gak pernah saya perhatikan kapanglkmh sekali
sebulan atau dua kali sebulan. Mereka periksa-gedk sama listrik.
Kadang datang mau minta uang retribusi sama nengrepelin nama
orang yang belum bayar sewa. Pokoknya gak rutin”

Wawancara dengan Ibu Puput pada Jumat tanggal énibes 2014
penghuni lantai 1 Rusunawa Buring mengatakan :

“Pelayanan PU baik, saya pernah komplain masalabrbangsung

ditanggepi tuh mbak. Cuma memang lama. saya segdki tau

kenapa banyak bocor di rumah saya. Di dapur sammaikédu begitu

juga. Jadi air dari kamar mandi meresap, dindindeg@ab. Saya sih

gak apa-apa. Tak tunggu mbak sampe teknisi nyaglaik@ami paham

PU banyak kerjaan. Asal diperbaiki saja. Bukan a@pa- anak saya
masih kecil kalau ruangan lembab bisa-bisa meraki#’s

Dari jawaban wawancara yang diperoleh, penghunialumsusun
merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pilRak Wkesponsivitas
pengelola rusunwa (UPT) sudah cukup tanggap, nammasih belum
maksimal terutama mengingat banyaknya kebocorametak yang terjadi di
ruang hunian.

f. Ketepatan Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sesexh@ea

Buring | Kota Malang

Melalui pertanyaan terbuka peneliti mendapatkaarmfsi mengenai
manfaat yang didapatkan oleh penghuni dengan tinggaRusunawa.
Indikator yang digunakan adalah ketepatan tarif aluinsusun dilihat dari
sudut pandang penghuni maupun UPT Rusunawa BuHKgal Malang.

Wawancara dengan lbu Puput pada Jumat tanggal énibes 2014

penghuni lantai 1 Rusunawa Buring mengatakan :
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“Saya ibu rumah tangga, menurut saya uang sewaui@h sesuai
dengan kemampuan kami, karna bapak juga pengamggura

Wawancara dengan Bapak Sukoco dan Ibu Riana pexat Janggal
5 Desember 2014 penghuni lantai 1 (Hunidifeble) Rusunawa Buring

mengatakan :

“Dirumah lama harganya mahal. Kalau mau dikontres&ngnya gak
mau hanya setahun, harus 2 tahun. Ibu berat mbakkdrjanya jual
es dawet di depan sekolah SD kedungkandang. lahsieberapa hari
libur. Yang beli sepi,mungkin karena sedang hu)éa.begini terus,
kalau jualan laku langsung tak bayar. Ibu juga &esgndiri mbak,
bapak bantu-bantu di rumah. Dulu Ibu jualan berdapi sekaranag
badan Bapak sudah enggak kuat, jadi tinggal Ibdigén

Wawancara dengan lbu farida pada Jumat tanggals&rblger 2014
penghuni lantai 2 Rusunawa Buring mengatakan :

“Ya standar, saya ibu rumah tangga. Kita ber enaggal di rusun.
Masih sanggup bayar Rp. 175.000 sebulan. Tp ya makadanya.
Yang utama kana ada nasinya. Rusun deket kemana-da pasar
kedungkandang dan pasar kebalen yang paling dekieiu kmau
belanja kebutuhan sehari-hari, sekolahan ada SDaNmhSD Buring,
PGRI 8. SMP 10, SMP 7, PAUD .."

Wawancara dengan Ibu Erni pada Jumat tanggal 5niese2014
penghuni lantai 3 Rusunawa Buring mengatakan :

“Kalau saya bisa malah ingin di lantai 5 biar murkth udah 2 bulan
belum bayar, nanti kalau sudah ada dikasikan. Sgja terlalu
menuntut lah, saya mikirnya gini.. daripada ngdnttkkampung kan,
takutnya habis ditempati nyari lagi. Saya bayar tib0 lantai 3 diluar
listrik dan air. Sebenarnya ya gak berat, tapi Rakan kuli lepas
sementara saya penjahit. Kan ya tergantung apaljaaglikerjakan.
Jadi rada susah juga.”
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Wawancara dengan lbu Riana pada Jumat tanggal énibes 2014
penghuni lantai 3 Rusunawa Buring mengatakan :

“Saya setuju saja, kalo tarif dinaikkan, wong tatetagan berarti wes

setuju. Biaya listrik saya per bulan 150, dan &r Saya 2 bulan ini

belum bayar mbak, dari PU Cuma ditempelin namanigpas
nomernya berapa. Ya gitu aja.kita gpp mbak, namanga belum
punya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkahwa
penghuni Rusunawa Buring sudah merasa mampu unteknemuhi
tanggungjawab membayar tarif sewa setiap bulan.giRem Rusunawa
merasa tarif tersebut tidak memberatkan bila dibeykéin dengan harga yang
harus dibayarkan untuk rumah/kontrakan sebelum gbinde Rusunawa.
Namun kemampuan ekonomi penghuni yang terbatasimgicat penghasilan
yang fluktuatif setiap bulannya mengakibatkan pemgh terkadang
menunggak pembayaran uang sewa hunian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPT dikgat bahwa
penentuan tarif rumah susun disesuaikan berdasaskemturan walikota,
dimana keputusan tersebut didasarkan atas kajmarkpuan MBR di Kota
Malang. Oleh karena itu keterlambatan pembayarantimea akan diberi
tindakan baik teguran tertulis maupun teguran listal tersebut disampaikan
Bapak Sjahrul selaku Kasubag UPT Rusunawa Buringgatekan :

“Pemberlakuan tarif sudah diatur di Perda. Disarteta jenis-jenis

tarif yang harus dibayarkan tergantung pada lokasian. Semakin

tinggi lantai hunian semakin murah jenis tarif Rusya yang

dibayarkan. Tapi supaya adil, pembagian hunian i@ di hadapan
seluruh calon penghuni. Kecudifable memang sengaja di tempatkan
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di lantai 1. Mengenai keterlambatan pembayaran mgmaasih
diberikan semacam kompromi. Namun di awal 2015rsklkebijakan
akan diperketat. Yang belum bayar lama akan setjgeralak. Wong
mereka sudah tanda tangan, artinya disana adadkedap akan isi
perjanjian sewa-menyewa termasuk dikeluarkan jikaunggak uang
sewa rumah susun”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT RusunamwggBWKota
Malang Bapak Hari mengatakan :
“Pemkot Malang berupaya menghadirkan hunian yarygklabagi
masyarakat. Walau selama proses pelaksanaan terskghikit miss
disana-sini namun tetap kita upayakan yang terfsauknah adalah hal
penting buat warga, dan pemukiman kumuh pentingikusegera
diatasi. Relokasi pernah dilaksanakan beberapanainun tetap saja
mereka kembali. Dari sana, kita belajar bahwa ydibgtuhkan adalah
rumah susun. Yang paling penting penanganan di ikgdgcindang ini
dulu.. nanti kita lanjutkan ke Rusunawa Buring #dkdt GOR Ken
Arok dan Rusunawa di Tlogomas. Semoga dengan keamadi
Rusunawa jumlah pemukiman kumuh di Malang bisaurerig”
C. Pembahasan Data Penelitian
1. Pelaksanaan Kebijakan Rusunawa Buring | Kota Malang
a. Perencanaan pembangunan rumah susun
Pembangunan Rusunawa Buring | sangat berperanngentituk
perubahan ke arah yang lebih baik, misalnya sajagaorangi daerah atau
tempat kumuh yang ada di lokasi pembangunan Rusungsasaran
pembangunan perumahan dititikberatkan pada pemanukebutuhan
perumahan khususnya bagi golongan masyarakat lggrasitan rendah

(Khomarudin, 1997:57). Bagi masyarakat berpengh@asiéndah, perumahan

merupakan kebutuhan dasar dan sekaligus suatu sutaga modal yang
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berguna untuk meningkatkan kehidupan dan penghidugehingga dapat
dikatakan bahwa Rusunawa Buring | merupakan sepeatbangunan yang
sudah direncanakan secara baik dapat dilihat mlases perencanaannya
yang melalui beberapa tahap yakni tahap pemilibkasi dan pembangunan
fisik rumah susun.

Pada tahap pemilihan lokasi, tinjauan pemiliharagoppembangunan
didasarkan pada dokumen dan kajian yang dilakuk&PFHEDA Kota
Malang. BAPPEDA Malang sebagai dapur kota, atagaerkata lain sebagai
lembaga yang berwenang dalam melakukan perencastesingis terhadap
seluruh aspek pembangunan di Kota Malang melalpkagesuaian dokumen
kajian mengenai opsi lokasi yang berpeluang digdiksebagai lokasi
Rusunawa. Dasar pemilihan lokasi dilihat berdasad@kumen kajian RPJM
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RTRW (Red@a Ruang
Wilayah), RK3P (Rencana Pembangunan dan Pengemb&sgamahan dan
Kawasan Permukiman Kota Malang), serta kajian sebpemukiman kumuh
Kota Malang. Lokasi pembangunan sudah sesuai dedgaRusun No. 20
Tahun 2011, yaitu tanah hak milik sudah milik daeamkot Malang dapat
digunakan secara bebas oleh Pemkot Malang, nanganharus mempunyai
tujuan yaitu kepentingan masyarakat ke arah pemiveamgyang lebih baik.

Pembagunan Rusunawa Buring memakan waktu kuraity letahun
yakni sejak 24 Maret 2012 hingga akhir tahun 20aBap tersebut dimulai

dari usulan pemerintah daerah ke Pemerintah Pdgahjutkan verifikasi
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informasi program usulan, penyusunan desain Rusanaleh Pemerintah
Pusat, pelaksanaan fisik, bentuk pengelolaan, mm® asset dan
pembinaan lanjut. Dengan adanya beberapa tahabtemnemberikan suatu
perubahan yang baik bagi masyarakat dan Kota Mal&khgsusnya
Kecamatan Kedungkandang. Keseluruhan pembangusanadkan kepada
developer Rusunawa yakni PT. Amsecon Berlian Sejahtera hingga
menghasilkan spesifikasi bangunan sebagai beriRuimah susun twiblock
5 lantai dengan ukuran 1 twin block : 20 m x 60 enghn tinggi 16,7; terdiri
atas 98 unit hunian péfock, jadi terdapat 196 unit hunian unttin block
yang terdiri dari 96 unit hunian umum dan 2 uninhilan difable di lantai
dasar; lantai 1 terdiri dari 2 unit hunialifabel, ruang serba guna; ruang
ibadah; kantor pengelola; ruang parkir kendaraaa mua; ruang panel dan
ruang komersil; lantai 2,3,4,5 terdapat 24 kamg@et@4 yang terdiri dari
ruang tamu, kamar tidur, KM/WC, ruang dapur, ruggmguran.; kebutuhan
listrik : 125 KVA

b. Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana Burin@ INkaaing

Secara umum peraturan yang mengatur tentang pésaeloumah
susun tertuang dalam Peraturan Menteri Negara RévamRakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susuwva S&ederhana.
Peraturan ini ditujukan agar pengelolaan Rusunaapatd berhasil dan
berdaya guna sehingga dapat mencapai pemenuharh rtingggal yang

terjangkau, bermartabat, nyaman, aman dan sehai pagghuninya.
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Selanjutnya oleh Pemerintah Kota Malang dikeluatkainijakan publik yang
dapat langsung dioperasionalkan, yaitu Peraturaiikéta Malang Nomor
41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Ri®nghn Sederhana
Sewa. Keputusan ini dibuat dalam rangka penyeleaggaRusunawa di Kota
Malang.

UPT Rusunawa Buring | melakukan proses kepenghumatalui
beberapa tahap yang dapat disederhanakan menfegi tosialisasi, tahap
survey dan yang terakhir tahap penentuan penghei@ip.t Sosialisasi
kepenghunian dilakukan melalui pertemuan langsurnengan wakil
masyarakat dari setiap kelurahan, serta mengajhékpkelurahan untuk
bekerjasama dalam tahapan awal pendaftaran untojanmg penghuni yang
berhak memperoleh tempat tinggal di Rusunawa BuriRglaksanaan
pengelolaan Rusunawa Buring | Kota Malang ini dipéwkkan kepada
kelompok sasaran yaitu :

1) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Malang

2) Masyarakat lokal yang belum mempunyai tempat tihgga

khususnya masyarakat di kawasan Kecamatan Kedudghkgn
Kota Malang

3) Masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa yarglikbjn acuan
dalam seleksi kepenghunian Rusunawa Buring | adp&idapatan calon

penghuni setiap bulannya, yakni pendapatan dibauisikR Kota Malang
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sebesar Rp. 1.882.250 dengan catatan total pemadamasebut belum dapat
mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga. Selairtinfjauan lain yang

dijadikan acuan adalah status calon penghuni yahgrb memiliki rumah.

Jika kualifikasi calon penghuni hanya didasarkandap@endapatan tetap,
maka terbuka celah kepada oknum yang tidak bertangggwab untuk

memanfaatkan kesempatan. Kenyataannya banyak rakayaidak malu

mengaku berpendapatan minim hanya untuk dapat meatikbantuan

fasilitas gratis dari pemerintah. Tidak dapat dgkin isu seperti ini kerap

terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.aMizki itu sistem seleksi
harus dapat menilai lebih objektif. Khususnya dalkebijakan Rusunawa
Buring I, survey yang dilaksanakan selayaknya miamzapenelitian dan

penyelidikan lebih dalam mengenai latar belakarignc@enghuni sehingga
kesalahan dapat diminimalisir.

Untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi pengRusunawa
Buring | turut dilakukan dari segi pemanfaatankfifiangunan, termasuk
pemeliharaan, perawatan, serta peningkatan kuak@mna prasarana.
Pemanfaatan ruang hunian Rusunawa Buring | belutaksdinakan
sebagaimana mestinya. Di dalam perwali Kota Malamgor 41 Tahun 2013
mengenai larangan penghuni dinyatakan bahwa peatanfauang hunian
untuk fungsi lain merupakan pelanggaran dan layk&nakan sanksi. UPT

sebagai unit pengelola memiliki hak untuk menintiadas setiap pelanggaran
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yang dilakukan penghuni baik ketika hal tersebutasdi mengganggu
kenyamanan tinggal maupun tidak.

Ruang hunian Rusunawa dirancang sedemikian rupak uitingsi
tinggal, dengan demikian pemanfaatan ruang yangndigan sekaligus untuk
tempat berdagang akan mengurangi nilai guna darahwang bersangkutan.
Hingga pada awal 2015, pihak UPT masih berusahabmekan kompromi
terhadap pelanggaran yang terjadi di rusunawa, r#@nae jika dilihat dari
waktu berjalannya kebijakan sudah memasuki bulaf6 lsetelah resmi
dimasuki penghuni. Layaknnya sebuah kebijakan ddajalan dengan baik
ketika disertai penertiban aturan didalamnya. PaaBan kebijakan
melibatkan aktor dan objek kebijakan di dalamnymatia dalam hal ini
adalah pengelola UPT dan penghuni Rusunawa. Untwkseélayaknya
dibutuhkan komitmen dari kedua pihak untuk bekean@s dan saling
mendukung dalam menjalankan tugas dan kewajibanngiagasing baik
sebagai penghuni maupun pengelola.

Edward 1l (dalam Widodo 2006:104) menegaskan bahwa
keberhasilan pelaksanaan kebijakan bukan hanyataktn oleh sejauh mana
para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harakutidn dan mampu
melakukannya, tetapi juga harus ditentukan oleh &kem para pelaku
kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadeebijaan yang sedang
diimplementasikan. Disposisi merupakan kemauan, ngkean dan

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melakaankebijakan secara
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bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujedijakan dapat
diwujudkan. Dalam kondisi seperti ini dapat dikerakdn bahwa terbatasnya
komitmen aktor pelaksana Buring | akan mempengarkéberhasilan
pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak tddieksanakan dengan
optimal, terbatasnya kemampuan pengelola menyebatikposisi pelaksana
kebijakan rendah.

UPT turut bertanggungjawab melakukan perawatanpéameliharaan
fasilitas Rusunawa. Kegiatan pengelolaan rutinkddaakan setiap hari kerja
yakni senin-jumat. Objek pemeliharaan dan perawataa kecil meliputi
pembersihan pekarangan lantai bawah beserta akdes jmasuk ke
Rusunawa. Perawatan berkala dilakuakan setiap miyggog menyangkut
cek generator, dan cek mesin. Selain perawatam dain berkala, perawatan
dilakukan saat keadaan mendesak misalnya ketik@asatersumbat dan saat
terjadi kebocoran. Apabila ada laporan kebocoran kérusakan yang terjadi
di ruang hunian, maka penghuni diwajibkan melaporkenis kerusakan
kepada petugas UPT terlebih dahulu, lalu kemudigmutaskan jenis
perbaikan yang akan diupayakan. Berdasarkan pengandaapati banyak
keluhan terhadap kondisi dinding yang bocor, sefangir meresap keluar.
jenis perbaikan yang telah dilakukan oleh petug#sl WWukup beragam.
Antara lain, perbaikan pada pipa bocor, dan dindimgling hunian yang

rusak.
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Terkait dengan kebocoran, kerusakan jenis ini sesinga merupakan
bagian dari tanggungjawab perawatan developer.nDpkxjanjian dikatakan,
setelah proses pembangunan selesai pihak devehgs#h bertanggungjawab
memelihara bangunan hingga batas waktu 6 bulan.uNahingga batas
perjanjian usai, proses penghunian Rusunawa Burmgsih belum selesai
dilaksanakan, sehingga konsekuensinya seluruh &eansyang terjadi di area
bangunan sudah bukan merupakan tanggungjawab g@eveldagi.
Permasalahan lainnya adalah, ternyata kerusakag tiarbul kemudian
ternyata cukup banyak dan belum dapat diatasi pipekgelola. Selain
kekurangan tenaga pihak pengelola Dalam hal inusadiakui bahwa
keterlambatan waktu pelaksanaan pada gilirannyaicoetiampak yang tidak

diharapkan.

Jika dianalisis pelaksanaan kebijakan Rusunawaabarkian pendapat
Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2006: 87) etaskan hakikat
utama pelaksanaan kebijakan adalah memahami agasgdiarusnya terjadi
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dgken. Pemahaman tadi
mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannygen dintuk
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Untuk gamatisisnya
didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukanamelwawancara dan
observasi. Dengan demikian dapat disimpulkan babalam pelaksanaan

pengelolaan Rusunawa Buring | dalam hal pembagemnan dan fungsi



124

pengelola sudah cukup jelas apalagi dengan tugasfudeysi UPT yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan WaliKota Malangndfol2 Tahun 2013.
Namun dalam aplikasinya, melihat kompleksitas nadsalang harus
ditangani oleh UPT ternyata masih terdapat beberkpadala dalam

pelaksanaanya, khususnya dalam konsistensi wakiksamaan kebijakan.

2. Evaluasai Pelaksanaan Kebijakan Rusunawa Buring | Kota Malang

a. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Smgdarhana

Buring | Kota Malang

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tejpat memilih cara
mencapai tujuan yang tepat dari serangkaian attergdektivitas bisa juga
diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalantapaman tujuan-tujuan
yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebughst dapat selesai dengan
pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka temsebut adalah benar
atau efektif. Jadi, program kebijakan dikatakarktffé&alau pencapaian hasil
pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuanapmpgtan sebaliknya,
program dikatakan tidak efektif jika pencapaian ilhgelaksanaan tidak
mendukung pencapaian tujuan program maka denganikidemdapat
dikatakan pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buringhswdektif. Tingkat
efektivitas Pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buringedgantung pada
pencapaian tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan vyatignaksud adalah

menyediakan hunian layak huni bagi masyarakat yd@egmukim di
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pemukiman kumuh khususunya mereka yang berpenghasiienengah
kebawah. Dengan adanya Rusunawa di Kota Malangyait® mengurangi
pemukiman kumuh khusunya di daerah Muharto dan Kgkhndang.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemkot Malatah berhasil
mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara umumpatteyang dipilih sudah
mengarah kepada pencapaian tujuan.

b. Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun SewarlSna

Buring | Kota Malang

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya minimua gemcapaian
hasil yang optimum. Efisiensi menganggap banhwelaetujuan yang benar
ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-carg yafhng baik untuk
mencapai hasil tersebut. Efisiensi hanya dapatatliegi dengan penilaian
relatif, membandingkan antara masukan dan kelugaiag diterima. Tingkat
efisiensi pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buringerhibungan dengan
pemanfaatan sumber daya dalam mencapai tujuanakehij Sumber daya
yang dimaksud disini adalah sumber daya keuangaswuaberdaya manusia.
Ditinjau dari sumber daya manusianya, pembangunasuiawa bertumpu
pada beberapa aktor. Aktor tersebut antara lainaldBemerintah Pusat,
pemerintah daerah dan developer pembangunan rusirenaerintah Pusat
menjadi sumber utama anggaran pembangunan, semetdarah menjadi

aktor pengawas pembangunan fisik rumah susun. Bdd®p pengelolaan
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rumah susun, aspek sumber daya manusia sepenuhaydaldan dari
pemerintah daerah atau dalam hal ini UPT.

UPT bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengaldiermasuk
kepenghunian. Namun kelalaian aktor pelaksana &amj (Pemerintah Kota
Malang) dalam membentuk unit pengelola RusunawanBur tidak dapat
dipungkiri akhirnya berpengaruh terhadap efekisviteebijakan. Pasalnya,
Tidak mungkin dilakukan pengelolaan kepenghuniamgyaantara lain
menyangkut pendaftaran penghuni, survey penghunpéaetapan penghuni
jika belum ada badan pengelola yang sah yang mgndutiang tersebut.
Akibatnya, proses pendaftaran penghuni dan taH@ptaelanjutnya belum
selesai dilakukan sementara Rusunawa telah siapnidilgar jalannya
kebijakan dapat efektif, pembentukan UPT Rusunaapatdilaksanakan jauh
sebelumnya, sehingga segala bentuk perencanaaanteryang menyangkut
kepenghunian sudah selesai sebelum rumah suswsaisdiieangun. Dari sini
dapat disimpulkan, belum ada koordinasi yang skgmf antara Pemerintah
Kota dan PU dalam menjalankan kebijakan. Oleh karggn diperlukan
komunikasi dan kerjasama yang lebih baik lagi as&luruh SKPD yang
berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan sehirkgigjakan dapat
berjalan lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ternyatega
kebersihan belum dapat menangani seluruh pekedaagan baik. Terbukti

dengan pekarangan Rusunawa kotor dan belum ter@eatikian hal nya
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dengan tenaga keamanan yang ditugaskan di Rusulssiipun sejauh ini
petugas keamanan masih bisa mengamankan Rusunawa samber daya
kurang kompeten untuk mengawasi keseluruhan rususun. Efisiensi
pengelolaan keuangan mengarah kepada pengelolaaangan yang
transparan. Di Rusunawa telah dilaksanakan bebgexpaikan yang dibiayai
oleh APBD Kota Malang. Setiap perbaikan mengandaanggaran APBD
dibukukan dan dilakukan pelaporan kepada bendaRarsunawa. Agar
kebijakan dapat berjalan dengan baik maka sumbga glang dikerahkan
juga harus memenuhi syarat dan kemampuan yangutkan. Kekurangan
jumlah tenaga pengelola tentu mempengaruhi efispaiaksanaan kebijakan.
Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan terhadap sumiteya dalam
pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buring |, baik se&amalitas maupun
kualitas sumber daya.

c. Kecukupan Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sejea@ea

Buring | Kota Malang

Kecukupan dari suatu kebijakan publik dapat diuldari nilai
presentase seberapa jauh kebijakan (capaian petadséiebijakan) itu sudah
dilaksanakan. Kecukupan juga berkenaan dengan agebgauh tingkat
efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kes¢ampyang menumbuhkan
adanya masalah. Pelaksanaan kebijakan RusunawagBusudah berusaha
memaksimalkan usaha yang diperlukan untuk mencukagiitas yang

menunjang hidup penghuni Rusunawa seperti aksas jalasuk, fasilitas
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hunian, kebersihan dan keamana. Berdasarkan hasilasi yang dilakukan
peneliti, kecukupan dari pelaksanaan kebijakan Rawa Buring | sudah
sesuai standar-standar yang tertuang Undang-Unblangl6 Tahun 1885
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susurya Hapa perlu
pembinaan lebih lanjut dari para aktor pelaksanhijdean teknis dan
kurangnya rasa tanggungjawab terhadap perawatdmatafkusunawa yang
disediakan.

Adanya ekternalitas seperti kondisi jemuran yambaas dan lapak
parker kendaraan yang rawan tindakan kriminal nuengasan perlunya
pemerintah daerah dalam pengelolaan Rusunawa Bulyritgymasuk pula
mereduksi berbagai potensi kegagalan pengelolaasurdwa yang
menyangkut fandalisme maupun pemanfaatan yang beaienggungjawab
oleh individu. UPT perlu bekerja dalam konteks mglapi mekanisme
perawatan fasilitas agar pelaksanaan kebijakantdag@lan dengan baik,
serta mengoreksi kegagalan yang pernah terjadiun§gahnya seluruh
tindakan perawatan yang dilakukan bukan hanya haeg® dengan
pemeliharaan public goods, namun juga menggambarkan pelaksanaan
kebijakan publik yang mengarah pada tanggungjawetbepintah terhadap
kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendabtaliNkalang.

d. Pemerataan Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun &eweh&na

Buring | Kota Malang
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Pemerataan erat hubungannya dengan rasionalitslieag kelompok-
kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakaug yerorientasi pada
pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya peibdisian secara adil.
Pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buring | dirancamguku mampu
mendistribusikan seluruh informasi sehingga menma&kian kesempatan dan
peluang yang sama bagi seluruh MBR di Kota Mal&rayi hasil wawancara
yang dilakukan, prioritas kepenghunian Rusunaweerdiptukkan kepada
masyarakat yang bermukim di permukiman kumuh sekik@camatan
Kedungkandang, namun tidak menutup kemungkinan gitardn terbuka
bagi MBR dari kecamatan lain selama berasal daayah Kota Malang.
Pemerataan informasi merupakan salah satu hal yaag dapat dihiraukan
karena melalui sosialisasi, kebijakan akan dapapsapada tujuannya.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengatakan salah danensi
dalam pelakanaan kebijakan adalah dimensi trangirassmission). Dimensi
transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidakya dikomunikasikan
kepada pelaksanainflementors) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada
kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang dperktingan, baik
langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakbtikptadi. Oleh karena
itu, cara yang digunakan dalam menyalurkan infork@gada khalayak yang
berkepentingan harus mengarah pada keterbukaawyarmpaian informasi
Rusunawa Buring | kepada khalayak dilakukan melphases sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan bertahap. Sebelumnya, pemadridaecrah memberikan
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sosialisasi terbuka kepada warga mengenai bahaggali di pemukiman
kumuh. Dengan demikian, dapat sepaham dengan pe#atedaerah sebelum
kebijakan Rusunawa dilaksanakan. Bentuk sosialjsasy paling baik adalah
memberikan pemahaman perlahan, agar informasi ysampaikan tidak
menjadi bias atau ditafsirkan secara berbeda obyanakat.

Selanjutnya adalah sosialisasi mengenai kebijakan sendiri.
Sosialisasi yang dilakukan Pemkot Malang dilakukarorganisir supaya
dalam pelaksanaanya bisa lebih efektif dan efisieartama, dilakukan
sosialisasi kepada perwakilan setiap kelurahan.u&egberwakilan setiap
kelurahan melakukan sosialisasi kembali kepada avdigwilayah masing-
masing mengenai informasi Rusunawa. Berdasarkanl hmenelitian,
meskipun pada kenyatannya sumber informasi yaregimid para penghuni
bukan secara resmi dari pihak kelurahan, namunnelian dari mereka
berasal dari Kecamatan Kedungkandang. Mayoritagyipen merupakan
MBR dimana rata-rata penghasilan kurang dar Rp2128® per bulan.
Dengan kata lain belum mampu untuk mencukupi kétartuhidup sehari-
hari jika diperkirakan dari tanggungan dan jumlaiggota keluarga. Hal
tersebut memenuhi kriteria kelompok sasaran yatenuikan secara tegas
dalam Peraturan WaliKota Malang Nomor 41 Tahub32@ntang Tata Cara
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Dengarkiadtendapat
dikemukakan bahwa pemerataan informasi kebijakasuRawa Buring |

sudah tepat sasaran, dan hasil rekruitmen telakukibn secara selektif.
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e. Responsivitas Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susuna Sew
Sederhana Buring | Kota Malang

Dalam kebijakan publik responsivitas (responsivenesdalah
kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan aresyt, menyusun
agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkagram-program
pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan sspir@syarakat.
Memperhatikan tingkat kepentingan penghuni Rusun@uaing | pada
kisaran kenyamanan dan kesejahteraan, mengindékadilahwa persepsi
penghuni terhadap pelayanan UPT beraneka macamh®@amenilai bahwa
daya tanggap aparat dalam menangani keluhan yasssnpaikan secara
indivdu cukup memuaskan.

Esensi peran kelembagaan dalam suatu masyarakiah at@&njadi
penggerak dan penghimpun, serta wadah ekspresipptaku-pelaku dalam
berinteraksi satu sama lain, yang akan membentadp gperilaku di dalam
Rusunawa. Kelembagaan Rusunawa (UPT) merupakareksorftandasan)
dimana organisasi Rusunawa bekerja; didalamnya amghyt aturan yang
tampak (hukum) dan aturan tak tertulis yang mengdkarma). Dalam
organisasi pengelolaan Rusunawa dibatasi oleh rmatbwkum dan norma.
Lebih dari pada itu, Rusunawa yang ideal adalahuRawa yang dalam
kelembagaannya tidak terjadi kesenjangan informiasitara aparat pengelola

Rusunawa (UPT) dengan penghuni Rusunawa.
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Adanya himpunan penghuni merupakan wadah yang tdakam
mendistribusikan aspirasi penghuni rumah susun. pdimfan penghuni
Rusunawa dapat menjembatani pokok-pokok permasalahang
dikeluhkankesahkan oleh penghuni yang kemudiamtiagkan kepada UPT.
Dengan demikian akan meningkatkan kualitas respibasi pelayanan
Rusunawa. Namun dalam prakteknya sangat disayanigkeyga saat ini
perhimpunan penghuni belum dibentuk sebagaimanmasiahkan dalam
Perwal Malang No. 41 Tahun 2013 tentang Tata Cangé&lolaan Rusunawa.

Secara sosiologis dan kultural, Rusunawa bukan éhangrupakan
tempat tinggal bagi masyarakat yang tidak memilfkkimah, namun
merupakan tempat pertemuan warga untuk salingteesiksi atau melakukan
diskusi informal. Pemaknaan ini merefleksikan furilggsunawa yang khas.
Pada kenyataannya, responsivitas pengelola terpatie tinjauan langsung
dan aspirasi yang disampiakan penghuni Rusunawarasemdividu.
Mengingat bahwa setiap tindakan dan aktivitas @didasleh peraturan
langsung maupun secara tidak langsung, maka unteknaksimalkan
responsivitas perlu segera dibentuk perhimpunangpen. Pengabaian
terhadap aspek-aspek penting yang terkait kebutyeaghuni Rusunawa
akan memperkecil kepuasan penghuni terhadap péageloRusunawa
Buring 1.

f. Ketepatan Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sedeh@ea

Buring | Kota Malang
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Berdasarkan perwal Malang No. 41 Tahun 2013 tentatey cara
pengelolaan Rusunawa, tujuan yang ingin dicapai ldeyijakan Rusunawa
Buring mencakup pemenuhan kebutuhan sosial daroekoyang menunjang
kehidupan masyarakat terutama bagi MBR. Terbanguitysunawa Buring
tentu memberikan kontribusi besar terhadap terogpaitujuan tersebut.
Permasalahan yang patut dibahas selanjutnya adazdg@ajmana kebutuhan
rumah susun tersebut akan sesuai dengan kemampB&hKdta Malang.
Menurut standar MBR Kota Malang yang dimaksud dend#asyarakat
Berpenghasilan Rendah adalah mereka yang berpelaghadibawah
Rp.1.882.250 per tahun. Dengan demikian semakas jpahwa kelompok
sasaran kebijakan Rusunawa Buring adalah mereka ryggmenuhi kriteria
diatas.

Rusun umum sewa yang dibangun oleh KementerianrjgakdJmum
termasuk dalam kategori Rumah Umum Sewa yang dibadgngan dana
APBN sesuai UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Spasal 57 ayat 3.
Harga sewa yang diterapkan di Rusunawa Buring bema¢gergantung letak
hunian. Kisaran uang sewa Rusunawa yang dibebak&pada penghuni
kemudian menjadi penting karena sekalipun Rusunait@ngun demi
memenuhi kebutuhan warga kurang mampu, namun akapad sia-sia jika
tidak didukung kemampuan MBR Kota Malang.

Melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukeeneliti

dikemukakan bahwa banyak penghuni yang menunggatbggran uang
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sewa Rusunawa hingga berbulan-bulan. Pada kenyatalaelum semua
penghuni mampu membayar uang sewa yang dikenakhteski pada
dasarnya penghuni merasa sudah mampu dengan aagf dikenakan dan
sejauh ini belum ditemukan komplain terhadap besasaif, tidak lantas
menjadikan permasalahan jauh dari pelaksanaan akebij Penghuni
berupaya membayar uang sewa tepat waktu sesuaamlgnglah yang
ditetapkan. Problematika yang dihadapi kemudianlahdgpenghasilan
penghuni ternyata tidak memadai untuk menutupiatatkeluarga serta sewa
hunian sekaligus. Hal tersebut yang kemudian meaijedn banyak penghuni
memilih untuk menunggak pembayaran. Kebijakanigubbuat bukan tanpa
maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakanikwlibuat adalah untuk
memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkemfamasyarakat.
Sungguhpun demikian, dalam proses kebijakan pupéku diperhatikan
apakah pelaksanaan telah tepat mengenai tujuaniééiu Dengan demikian
dapat diputuskan apakah kebijakan publik bermartizdiadap masyarakat
atau memerlukan upaya perbaikan agar kebijakant dagglan lebih baik

lagi.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukaakan dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Atas dasar proyeksi kebutuhan rumah dimasa yang dkétang, serta
peningkatan jumlah titik pemukiman kumuh di Kotaldfay, maka pada
tahun 2011 pemerintah Kota Malang memprakarsai pegunan
Rusunawa Buring I. Rusunawa Buring | diperuntukkeagi penduduk
Kota Malang yang belum memiliki hunian layak hurukusnya bagi
penduduk yang menduduki wilayah pinggiran kali Baansempadan rel
kereta api dan kaum MBR yang bermukim secara hataran belum
memiliki tempat tinggal.

2. Rusunawa Buring | adalah bantuan Pemerintah PusiaiunKementrian
Pekerjaan Umum dengan mekanisme hibah kepada MPeaherKota
Malang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ajémg berperan
dalam pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buring Iriesths 3 elemen
yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pdrgey (swasta).
Unsur pendanaan pembangunan Rusunawa sepenuhnygadimen
tanggungjawab Pemerintah Pusat dengan total bielyasar 12 milyar.

Pemerintah daerah melalui Bappeda berperan selpsggiedia lahan

132
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matang untuk dilakukan pembangunan rumah susun d&leloper

pembangunan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusati y@K.Amsecon

Berlian Sejahtera dan PT.Deta Decon.

. Pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buring | mengacwa pawuldang-

Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susua &ataturan

Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tadaa Pengelolaan

Rumah Susun Sederhana Sewa yang dibagi atas babehap yakni:

a. Perencanaan pembangunan dimulai pada pemilihan siloka
pembangunan Rusunawa oleh Bappeda Kota Malang.|ufelsan
kualifikasi tersebut mengarah pada lahan PemkotaiMgldi Jl.
Mayjen Sungkono Kelurahan Buring Kecamatan Kedundéag.

b. Pembangunan Rusunawa memakan waktu setahun sej2k2@03
dengan hasil pebangunan antara lain: Ukuran 1tick : 20 m x 60
m dengan tinggi 16,7 m, Terdiri atas 98 unit hurpem block, jadi
terdapat 196 unit hunian untiwin block Lantai 1 terdiri dari 2 unit
hunian difabel, lantai 2,3,4,5 terdapat 24 kamaet4 yang terdiri
dari tamu, kamar tidur, KM/WC, ruang dapur, ruaggiran.

c. Untuk melakukan pengelolaan yang terfokus padaypein prima
dibentuk UPT yang melakukan pengelolaan termasugiatan
kepenghunian (rekruitmen penghuni), pengawasan mia@ian dan
perawatan bangunan fisik dan tata kelola keuangamnawa. Dalam

kinerjanya UPT berupaya memberikan pelayanan maltskepada
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penghuni, namun dikarenakan kendala kekurangantasigdersonil
pelayanan kerap mengalami hambatan.

d. Pemanfaatan fisik bangunan rusunawa belum sepeauhny
mengandalkan efisiensi penggunaan ruang sebaggsifaanian.

e. Administrasi keuangan dilakukan oleh UPT Rusunawaliputi
pemungutan dan pengelolaan tarif sewa. Pemungartdseéwa belum
berjalan lancar diakibatkan keterlambatan dan pggakean
pembayaran oleh penghuni Rusunawa.

4. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Rusunawangumlidasarkan pada
6 aspek tinjaun yakni dilihat dari efektivitas pedanaan kebijakan,
efisiensi pelaksanaan kebijakan, kecukupan pelaksankebijakan,
pemerataan pelaksanaan kebijakan, responsivitakgaglaan kebijakan
dan ketepatan pelaksanaan kebijakan.

a. Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan RusunaBuaring |
bergantung pada pencapaian tujuan kebijakan yalenghmasilkan
sebuah produk hunian yang nyaman dan layak huoar&earis besar
tujuan tersebut telah dapat tercapai dengan meirghadproduk
hunian Rusunawa Buring | di Kota Malang, namun malaroses
pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadikgakiegbtersebut
menjadi kurang efektif, antara lain :

a) Pemanfaatan ruang hunian belum sesuai dengan

peruntukannya, sebab ada yang memanfaatkan ruamgnhu
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untuk kegiatan komersil. Demikian halnya dengan
pemanfaatan balkon. Sebagian penghuni menggunaiiannb
untuk menaruh barang-barang pribadi dan menjenkaiga.

Sejak dibangun pada tahun 2012 hingga 2014 Rusuipehve
mempunyai status kependudukan RT/RW. Hal tersebut
mangganggu kegiatan masyarakat yang berhubungaganien
pproses administrasi seperti kebutuhan alamat uoéukirim

surat, iuran kependudukan dan lain-lain.

b. Tingkat efisiensi pelaksanaan kebijakan RusunawarinBu I

berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya dalamcapae

tujuan kebijakan. Dimana dalam hal ini terbagi dalzeberapa bagian

yakni:

a)

Dari aspek keuangan sudah cukup efisien. pengelolaa
keuangan dimanfaatkan pada perbaikan rusunawa dan
pemenuhnan kebutuhan fasilitas penunjang Rusunawa.

Dari aspek SDM, pelaksanaan kebijakan belum cukisgee
akibat keterbatasan personil.

Dari segi waktu pelaksanaan, kebijakan belum ddigatakan
efisien. Keterlambatan pembentukan pengelola Ruwsana
mengakibatkan proses kepenghunian menjadi mundetrka&
bangunan sudah siap untuk dihuni, kegiatan kepemghu

masih belum rampung. Salah satu dampak yang daasak
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adalah garansi developerer time, sehingga segala bentuk
kerusakan yang terjadi pada elemen bangunan alhirny
menjadi tanggungjawab UPT.

c. Kecukupan pelaksanaan kebijakan dilihat dari kepahkufasilitas
penunjang rusunawa berdasarkan UU No.16 tahun 18B&ng
Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun, sehinggaadd
penelitian dapat dikemukakan fasilitas penunjanggyalisediakan
Rusunawa Buring | sudah mencukupi dan dalam kealdgak pakai.
Demikian halnya dengan proses pemasaran Rusunawa.

d. Jika dilihat dari aspek responsivitas kebijakankanenengacu pada
kemampuan UPT untuk mengenali kebutuhan penghusurwwva.
Memperhatikan tingkat kepentingan penghuni Rusurgaaa kisaran
kenyamanan dan kesejahteraan, mengindikasikan bgievsepsi
penghuni secara umum sudah puas dengan pelayangelqgia dalam
menerima keluhan dan komplain penghuni. Namun yarempjadi
kendala adalah pemrosesan keluhan yang cukup laaksbatkan
keterbatasan tenaga teknisi.

e. Pemerataan kebijakan berkaitan dengan distribéminmasi rusunawa.
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan proses papg&an
informasi yang dilakukan sudah cukup merata padgetawilayah

sasaran namun disamping itu, ternyata terdapathpengang tidak
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perlu melalui serangkaian proses kepenghunian ditebut dengan
“penghuni titipan”.

f. Ketepatan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengkm manfaat
kebijakan bagi kelompok sasaran. Hasil wawancamyatakan dari
segi ekonomi, bermukim di Rusunawa Buring | sangambantu
perekonomian penghuni, sebab dengan demikian pangtapat
menghemat biaya sewa rumah sekaligus mendapatafasiing lebih
layak. Selain itu kawasan rusunawa cukup strategiingga lebih

memudahkan akses penghuni ke kota.

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan dan data penelitiana npekulis mencoba

memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak UPT Rusunawa Buring |, agar berani begikan sanksi
tegas terhadap penghuni yang menyalahgunakan ruamgn menjadi
tempat berdagang sesuai dengan prosedur yang lafidam tata cara
pengelolaan Rusunawa yakni melalui teguran setsana, lteguran tertulis,
denda dan Pembongkaran atas tambahan komponen nbangang
dilakukan oleh penghuni secara ilegal hingga pesautyerjanjian sewa

2. Karena dalam pelaksanaan kebijakan masih ada Ipebepenghuni
titipan” atau dengan kata lain merupakan penghuni yangrmbié&rmasuk

jangkauan kelompok sasaran kebijakan, sebaiknyd&ukbn monitoring
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dan evaluasi kembali oleh UPT Rusunawa untuk mauitgbih lanjut

kelayakan dan latar belakang penghuni setelah rmemdatuan rumah
susun.

. Kepada penghuni Rusunawa, agar ikut berperan datéfm mengawasi
Kinerja pegawai penunjang Rusunawa sehingga dedgamkian setiap
kinerja pegawai kebersihan yang kurang disiplinatlagegera dilaporkan
kepada pengelola UPT Rusunawa. Dengan demikian rakampermudah
tugas UPT dalam melakukan pengawasan terhadap pegaw

. Kepada Pihak UPT Rusunawa Buring |, agar mempetqegabentukan
RT/RW Rusunawa karena alamat dan identitas tersgimgat dibtuhkan
penghuni untuk menunjang pelayanan kebutuhan publik

. Kepada UPT Rusunawa, agar memberikan pelatihark uné&ningkatkan

kualitas skill tenaga pengelola UPT, misalnya didabig teknis dan

kebersihan sehingga pelayanan dapat berjalan hedkisimal.
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